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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث Tsa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Za Z Zet 
س Sin S es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص shad Ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbaik 
 xii 
 
غ Gain G eg 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك kaf  K Ka 
ل Lam L Ei 
م Mim M Em 
ن nun  N En 
و wawu W We 
ه ha  H Ha 
أ hamzah ’ Apostrof 
ي ya’ Y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(  ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tungggal bahasa Arab yang 
lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َ◌ Fathah A A 
 ِ◌ Kasrah i I 
 ُ◌ Dammah u U 
 Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
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3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي / ا ,◌َ 
 
fathah dan alif 
atau ya 
a a dan garis di 
atas 
ي ◌ِ kasrah dan ya i i dan garis di atas 
و ◌ُ dammah dan wau  
u 
u dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 
[h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
 
 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ي ◌َ fathah dan ya Ai a dan i 
و ◌َ 
 
fathah dan wau 
 
Au 
 
a dan u 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atautasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf يber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah( ِي 
), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (alif 
lam ma’arifah).Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), sunnah,khususdan 
 xv 
 
umum.Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf  Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 
CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
Nama : Nur Sakina 
NIM : 50700113257 
Judul : Pola Komunikasi Pemerintah Dalam Menangani Pernikahan 
Dini di Desa Gura Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 
Tujuan Penelitian yaitu. untuk mengetahui pola komunikasi pemerintah dalam 
menangani pernikahan dini di Desa Gura Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 
Enrekang dan untuk mengetahui faktor- faktor apa saja penyebab terjadinya 
pernikahan dini di Desa Gura Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 
Metode Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, 
wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Sumber data yang digunakan 
adalah sumber primer dan sumber data sekunder. Teknik pengolahan dan analisis data 
dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pola komunikasi pemerintah dalam 
menangani pernikahan dini di Desa Gura membawa dampak positif, yang dapat 
dilihat dari perannya dalam menangani fenomena sosial yang terjadi, terbukti dengan 
menerapkan komunikasi persuasif serta komunikasi informatif yang mampu 
mambawa perubahan besar bagi masyarakat, yang dahulu selalu berpikir untuk 
menikahkan anak di usia dini dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat di 
desa tersebut. Sedangkan, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di 
Desa Gura adalah faktor intern dan faktor ekstern. Salah satu faktor intern yang 
penulis temui adalah perseprsi sebagian masyarakat di desa tersebut yang berpikir 
dangkal tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan jika menikahkan anak 
pada usia dini. Sedangkan faktor ekstern adalah tingkat pendidikan dan ekonomi 
masyarakat di desa tersebut yang masih rendah yang mengakibatkan terjadinya 
perniahan dini di desa tersebut. 
Implikasi dari penelitian: Bagi pemerintah desa agar lebih meningkatkan 
partisipasi dan peran yang dilakukan agar faktor yang menyebabkan terjadinya 
pernikahan dini di desa tersebut dapat diminimalisir atau dihilangkan. Selain itu, 
meskipun pemerintah desa mempunyai pengaruh yang positif bagi masyarakat, 
namun budaya masyarakat yang tak bisa terelakkan yang kemudian harus dicari 
solusi untuk penangannya. Diharapkan kepada orang tua agar menghilangkan 
persepsi tentang kultur di sebagian besar masyarakat yang masih memandang hal 
wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja serta jangan 
menjadikan faktor ekonomi dan pendidikan sebagai alasan untuk menikahkan anak di 
usia dini. Saran dari skripsi ini: Perlunya penyuluhan kepada remaja dan masyarakat 
tentang faktor-faktor yang menyebabkan adanya pernikahan di usia dini pada remaja 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak 
permasalahan sosial akibat dari pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap 
tahunnya, permasalahan yang ada dapat dilihat dari kinerja pemerintahan maupun 
sumber daya manusia. Banyak permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat salah 
satunya tentang pernikahan dini. 
Di beberapa negara terdapat masalahan tentang penikahan dini dan termasuk 
Indonesia.1 Hal ini di sebabkan banyak faktor dari luar maupun dari dalam yang 
melatarbelakangi banyaknya pernikahan dini di Indonesia. Terutama bagi anak-anak 
yang masih di bawah umur yang belum siap dalam menerima pembaharuan yang 
begitu cepat. Sementara itu lingkup budaya yang semakin kuat dapat memengaruhi 
kepribadian atau jiwa bagi anak usia dini. 
Permasalahan yang sering dialami bagi anak usia dini adalah konflik antara 
keadaan yang menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keadaan untuk bebas. 
Bagi anak usia dini dalam menjalani pernikahan sangatlah sulit karena belum ada 
kesiapan dalam dirinya untuk membina rumah tangga sehingga diperlukan orang 
yang menunjukkan cara bertindak dan mengambil keputusan. Permasalahan ini akan 
bertambah  besar jika  kita  memandangnya  dengan  cara yang berbeda, apabila 
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persoalan antara anak usia dini dengan perkawinan dihadapkan dengan cara-cara atau 
bagaimana anak tersebut berperilaku, bersikap, pentingnya pola pikir, kematangan 
dan kesiapan ekonomi. Dengan banyaknya pernikahan usia dini akan berpengaruh 
pada pendidikan mereka, yang ujung-ujungnya bagi anak usia  dini  belum  
mendapatkan pengalaman dan pengetahuan maupun skill yang cukup untuk 
mendapatkan pekerjaan. 
Pernikahan dini semakin bertambah karena beberapa faktor yang sangat 
berpengaruh  yaitu  faktor  dari  diri individu,  orang tua,  lingkungan masyarakat 
serta peran dari pemerintah daerah khususnya pemerintah desa. Pemerintah daerah 
sendiri terdiri atas Kepala Daerah, beserta perangkat lainnya yang mempunyai 
kewajiban serta wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Pernikahan 
dini di kalangan remaja kini tidak hanya terjadi di pedesaan melainkan di kota-kota 
besar juga  demikian.  Fenomena  demikian sudah menjadi trend atau metode di 
kalangan  remaja  dengan  banyak motifnya.  Jika  pada  zaman  dahulu banyak orang 
tua ingin menikahkan anaknya pada usia muda, maka pada zaman sekarang banyak 
remaja yang ingin menikah muda.2 
Dari hasil berbagai penelitian terdahulu tentang pernikahan dini bahwa 
pernikahan dini banyak terjadi di daerah- daerah yang penduduknya mempunyai 
motivasi untuk bersekolah kurang maksimal khususnya bagi anak-anak seperti di 
daerah Desa Gura Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang merupakan 
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tingkat pernikahan dini yang tinggi dengan kontrol dari orang tua yang lemah dan 
kontrol dari pemerintah daerah atau pemerintah desa yang kurang tegas.Pernikahan 
dini di kalangan remaja kini tidak hanya terjadi di pedesaan melainkan di kota-kota 
besar juga demikian. Fenomena demikian sudah menjadi trend di kalangan remaja 
dengan banyak motifnya.3 Persentase pernikahan dini semakin meningkat dan 
lemahnya peran pemerintah dalam menangani permasalahan yang terjadi di 
masyarakat di keranakan kurangnya sosialisasi dalam pembinaan rumah tangga di 
masyarakat dan  Selain itu juga permasalahan pendidikan yang masih rendah serta 
motivasi untuk sekolah yang di miliki anak-anak masih kurang maksimal walaupun 
dilihat dari perekonomian sebagian masyarakat tergolong kelas menengah yang bisa 
memenuhi kebutuhan untuk pendidikan, sehingga mendorong munculnya kasus 
pernikahan usia dini di desa tersebut. 
 Maraknya pernikahan dini ternyata masih menjadi fenomena di beberapa 
daerah di Kabupaten Enrekang. Menurut beberapa pihak dari masyarakat dikarenakan 
kurangnya pengawasan terhadap anak-anak dan pemahaman agama dari lingkungan 
atau pembinaan orang tua  yang mendorong terjadinya pernikahan dini, agar keluarga 
atau orang tua tidak merasa malu apabila anaknya hamil diluar pernikahan yang sah. 
Akan tetapi pernikahan dini juga dilaksanakan karena faktor ekonomi yang rendah 
dan budaya atau adat istiadat yang meyakini bahwa tidak boleh menolak pinangan 
orang. Selain faktor ekonomi rendah ada juga faktor pergaulan bebas, orang tua tidak 
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memberikan batasan pergaulan bagi anak, sehingga ia merasa lebih leluasa dalam 
bersosialisasi dimasyarakat, kurangnya pertambahan ekonomi pun memacu 
timbulnya pernikahan dini sehingga orang tua menjodohkan anaknya dikarenakan 
kurangnya biaya hidup keluarga, sehingga mendorong kemauan sendiri, merasa 
cocok dengan pasangan maka anak lebih memilih menikah dini. Dan  pendidikan 
yang rendah masih banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya pernikahan dini. 
Hal ini yang menimbulkan banyak permasalahan terutama pada masyarakat pedesaan, 
padahal anak yang masih dibawah umur berhak melanjutkan pendidikannya, tetapi 
karena adanya pernikahan maka anak memutuskan sekolah. 
Pernikahan usia dini di Desa Gura, Kec, Buntu Batu  Kab, Enrekang beberapa 
di bawah usia 18 tahun, bahkan ada yang masih duduk di bangku SMP. Ada banyak 
faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga atau 
berkeluarga itu tidak baik, tidak seperti yang di harapkan  untuk menjadi keluarga 
yang mampu meningkatkan kebutuhan yang cukup.  
Defenisi pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia 
yang terlalu muda apabila laki-laki dibawah umur 19 tahun dan perempuan dibawah 
17 tahun. Di era modern seperti sekarang ini  pernikahan dini masih banyak terjadi di 
berbagai daerah, misalnya, fenomena yang terjadi di desa Gura Kecamatan Buntu 
Batu Kabupaten Enrekang, yang masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur. 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa  faktor keluarga sangat 
mendukung dan pendidikan agama dari orang tua, karena hal itu akan berpengaruh 
terhadap perkembangan anak kelak di kemudian hari. Oleh sebab itulah maka sangat 
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penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah. Meskipun batas 
umur pernikahan telah di tetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No.1974, yaitu 
pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak 
wanita sudah mencapai 16 tahun. 
Namun dalam praktiknya masih banyak di jumpai pernikahan pada usia muda 
atau di bawah umur. Padahal pernikahan yang sukses membutuhkan kedewasaan 
tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang    
ideal dalam kehidupan berumah tangga.4  
Tabel 1.1 
Angka Pernikahan Desa Gura Tahun 2015/2016: 
No. Nama Jenis Kelamin Umur Tahun 
1. Aksa Laki-laki 17 thn 2015 
2. Ashabul kahfi Laki-laki 17 thn 2015 
3. Mutawadiah Perempuan 14 thn 2015 
4. Ersi Perempuan 15 thn 2015 
5. Nur Tafsirah Perempuan 15 thn 2016 
Sumber: Hasil Arsip Kepala  Desa Tahun 2017.  
Dari beberapa uraian yang penulis kemukakan di atas, disini penulis mencoba 
mengungkap permasalahan tentang “Pola Komunikasi Pemerintah Dalam Menangani 
Pernikahan Dini di Desa Gura Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang”. 
                                                           
4 Soemiyati, Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: 
Liberty,1999),h.20. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan batasan penulis, sehingga dalam skripsi ini yang 
menjadi fokus permasalahan penulis adalah “pola komunikasi permerintah dalam 
menangani pernikahan dini di desa Gura Kec. Buntu batu, Kab. Enrekang”. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan agar 
lebih memudahkan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam makna topik 
skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa pengertian terhadap kata yang 
dianggap perlu. 
1) Pola komunikasi adalah bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih 
dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat, sehingga pesan 
yang dimaksud dapat di pahami. 
2) Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi secara langsung 
maupun tidak langsung dengan tujuan mendapatkan informasi yang jelas.  
3) Pemerintah desa adalah sesorang yang bertugas dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat.  
4) Pernikahan dini adalah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan 
berusia di bawah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. 
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C.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah telah dipaparkan diatas, maka pokok 
masalah pada penulisan skripsi ini penulis lebih spesifik membahas tentang 
bagaimana pola komunikasi pemerintah dalam menangani pernikahan dini di Desa 
Gura Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Kemudian pokok permasalahan 
tersebut kemudian penulis uraikan pada sub masalah berikut : 
1. Bagaimana pola  komunikasi pemerintah dalam menangani pernikahan dini 
di Desa Gura Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang ? 
2. Faktor- faktor apa saja penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Gura 
Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang ? 
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahuli 
Eksistensi kajian pustaka dalam bagian ini dimaksudkan oleh penulis untuk 
memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian tentang 
“Pola Komunikasi Pemerintah dalam Menangani Pernikahan Dini di Desa Gura 
Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”. 
Berdasarkan pada penelusuran tentang kajian pustaka yang penulis lakukan di 
lapangan. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan beberapa literatur 
yang relevan untuk mendukung penelitian. Beberapa referensi yang relevan dengan 
penulisan skripsi ini yaitu: 
1. Penelitian yang dilakukan Fina Lizziyah Fijriany dengan judul "Pandangan Tokoh 
Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Study di Desa 
Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)" dengan fokus 
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penelitian yaitu, Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan 
dini di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.  
Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada bagaimana pola komunikasi 
pemerintah menangani pernikahan dini di desa Gura, Kec, Buntu Batu, Kab, 
Enrekang. 
2. Zul Kifli Ahmad alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 
Negeri Syarifuddin Hidayatullah Jakarta menulis dalam bentuk Skripsi pada 
tahun 2011 judul "Dampak Sosial Penikahan Dini (Study Kasus di Gunung 
Sindur Bogor)". 
Skripsi ini membahas tentang dampak pernikahan dini yang menjelaskan 
bagaimana melihat pasangan pernikahan usia dini tidak hanya dari sudut pendidikan 
agama, tetapi lebih luas lagi yaitu secara perekonomian, pendidikan, kesehatan dan 
juga lingkungan sosial tempat tinggal pasangan penikahan usia dini. Sedangkan 
penelitian ini lebih fokus pada bagaimana pola komunikasi pemerintah menangani 
pernikahan dini di desa Gura, Kec, Buntu Batu, Kab, Enrekang. 
Dari beberapa penelitian di atas, pada hakikatnya pembahasan tentang 
pernikahan dini sudah ada, pada skripsi pertama lebih fokus pada Pandangan Tokoh 
Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah, Pada skipsi ke dua 
membahas mengenai dampak sosial penikahan dini. Sedangkan skripsi penulis 
membahas bagaimana pola komunikasi pemerintah menangani pernikahan dini di 
desa Gura, Kec, Buntu Batu, Kab, Enrekang. 
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Tabel 1.2 
Perbandingan Penelitian Relevan Terdahulu 
No amNama penelitan, 
juduskripsi  / jurnal 
Perbedaan Penelitian  
 
Persamaan Peneltian 
 Penelitian 
terdahulu 
Penelitian 
Terdahulu 
Rencana 
penelitian 
1 Fina Lizziyah 
Fijriany dengan 
judul: 
“Pandangan 
Tokoh 
Masyarakat 
Terhadap 
Pernikahan Dini. 
Di Desa Sengon 
Agung Kec. 
Purwosari Kab. 
Pasuruan” 
Subyek 
penelitian 
yaitu, 
bagaimana 
pandangan 
masyarakat 
terhadap 
pernikahan 
dini. 
Subyek 
penelitian, 
bagaimana 
pola 
komunikasi 
pemerintah 
menangani 
pernikahan 
dini. 
Menggunakan jenis 
penelitian kualitatif 
2.  Zul Kifli Ahmad 
dengan judul  
“Dampak Social 
Pernikahan Dini, 
di Desa Gunung 
Sindur Bogor” 
Subyek 
penelitian 
yaitu, 
Pengaruh 
social 
pernikahan 
dini 
terhadap 
masyarakat  
Subyek 
penelitian, 
bagaimana 
pola 
komunikasi 
pemerintah 
menangani 
pernikahan 
dini 
Menggunakan jenis 
penelitian kualitatif 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penulisan 
a. Untuk mengetahui pola komunikasi pemerintah dalam menangani 
pernikahan dini di Desa Gura Kecamatan Buntu Baru Kabupaten 
Enrekang. 
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b. Untuk mengetahui faktor- faktor apa saja penyebab terjadinya pernikahan 
dini di Desa Gura Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 
2. Kegunaan Penelitian  
a. Kegunaan Akademis  
1) Sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti lain di masa 
yang akan datang; 
2) Memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan khususnya untuk 
mahasiswa Ilmu Komunikasi  
b. Kegunaan Praktis 
Dari penelitian ini semoga dapat memberikan informasi kepada 
mahasiswa dan menambah referensi untuk menambah wawasan mengenai 
bagaimana pola komunikasi pemerintah dalam menangani pernikahan dini. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pernikahan Dini 
1. Defenisi Pernikahan Dini 
Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu 
pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik 
pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan 
dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum 
cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota. 
Pengertian pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang 
salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti 
pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan di sebut pernikahan 
dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia di bawah 18 tahun (masih 
berusia remaja).1 
Didalam Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa pasal diantaranya 
pada pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 
pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau 
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada 
pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat 
                                                           
1Psychology Mania, Defenisi Pernikahan Dini, Sumber: www.psychologymania.com (12 
Oktober 2017). 
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menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun 
biologis remaja yaitu: 
a. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan 
melahirkan, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi, 
kehilangan kesempatan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, 
interaksi dengan lingkungan teman sebaya menjadi berkurang, sempitnya dia 
mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan 
(status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).  
b. Dampak bagi anak: akan melahirkan bayi lahir dengan berat rendah, sebagai 
penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi, cedera saat lahir, 
komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya mortalitas.  
c. Pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan 
terhadap istri, yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi 
pasangan muda tersebut.  
d. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga  
e. Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan  
f. Rerelasi yang buruk dengan keluarga.2 
Walaupun begitu, dalam konteks beberapa budaya, pernikahan dini bukanlah 
sebuah masalah, karena pernikahan dini sudah menjadi kebiasaan. Tetapi, dalam 
                                                           
2Psychology Mania, Defenisi Pernikahan Dini, Sumber: www.psychologymania.com (12 
Oktober 2017). 
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konsep perkembangan, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang 
besar dikemudian hari karena pernikahan tersebut.  
2. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Indonesia 
Hukum Positif indonesia mengatur tentang Pernikahn yang tertuang di dalam 
UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin 
antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
yang maha Esa “Bagi pernikahan tersebut tentu harus dapat di perboleh kan bagi 
mereka yang telah memenuhi batasan usia tuk melangsungkan Pernikahan seperti 
dalam UU Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 tertera bahwa batasan usia tuk 
melangsungkan Pernikahan itu Pria sudah berusia 19 tahun ( sembilan belas )tahun 
dan Wanita sudah mencapai usis 16 tahun ( enam belas )tahun secara eksplisit 
ketentuan tersebut di tegas kan bahwa setiap perkawinan atau Pernikahan yang di 
lakukan oleh calon Pengantin yang Pria nya belom berusia 19 tahun atau wanitanya 
16 tahun di sebut sebagai Pernikahan di bawah Umur.3 
Berdasarkan pasal 45 KUHP, dan berdasarka Undang-Undang Peradilan 
Anak. Jika seorang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana 
ketika umurnya belum cukup 16 tahun, hakim boleh memerintahkan supaya anak 
tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan 
tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan 
pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. 
                                                           
3UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 
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Berdasarkan pasal 45 KUHP di atas, pengertian anak adalah seorang yang di 
bawah umur adalah yang berusia belum 16 tahun.  Undang-undang negara kita telah 
mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 
ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 
19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam 
belas tahun) tahun.4 
Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini 
tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua 
belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Di 
Indonesia, UU yang mengatur masalah perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 
yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Ketentuan usia minimal kawin diatur 
dalam pasal 7 yang berbunyi: 
a) Ayat 1 : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 
b) Ayat 2 : Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal itu dapat meminta 
dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 
orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 
Usia 19 tahun ditetapkan sebagai batas terendah seorang laki-laki dapat 
melangsungkan pernikahan setelah mendapat izin dari wali atau orang tuanya, 
sementara usia 16 tahun ditetapkan sebagai batas terendah bagi seorang gadis untuk 
dapat melangsungkan perkawinan. Namun demikian UU ini masih memberikan 
                                                           
4Undang-undang Perkawinan Bab II Pasal 7 Ayat 1 
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‘celah’ bagi pasangan yang belum mencapai usia tersebut untuk memohon dispensasi 
kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk jika memang dibutuhkan.5 
Seterusnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui 
Inpres No. 1 Tahun 1991 menguatkan ketentuan tersebut. Pada pasal 15, KHI 
menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 
1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah 
tangga. Maka, secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah 
umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari 
pengadilan atau pejabat yang berkompeten.6 
Sungguhpun demikian, perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan 
dibatalkan oleh para pihak. Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat 
dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk 
melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-
undangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis 
keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah 
seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan 
dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk 
                                                           
5Lihat penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, bisa dibaca dalam buku Anonim, Undang-Undang Perkawinan, ( Surabaya : Arkola, t.t.), 
h. 21-22. 
6K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. VII, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 
1982), h. 26. 
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mengawasi perkawinan.7 
KHI juga mengatur, perkawinan dapat dibatalkan antara lain dengan alasan 
bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU 
No. 1 Tahun 1974 (vide pasal 71). Para pihak yang dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan adalah: (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas 
dan ke bawah dari suami atau isteri; (2) suami atau isteri; (3) pejabat yang berwenang 
mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; (4) para pihak 
berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan 
menurut hukum Islam/fiqh dan peraturan perundangan-undangan (vide pasal 73). 
Di dalam pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
orang tua diwajibkan  melindungi anak dari  perkawinan dini, namun amat 
disayangkan, pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tidak memuat sanksi pidana 
bagi para pelanggarnya, sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam 
melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini. 
Hal lain yang mendesak untuk dilakukan  adalah  perlunya menyeragamkan 
perundang-undangan yang ada dalam mendefinisikan anak. Sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 1 UU Perlindungan Anak, dinamakan anak yakni seseorang yang belum 
berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih dari itu yang 
paling mendasar adalah perlunya rekonstruksi budaya untuk mengubah mindsight 
masyarakat tentang nilai-nilai  anak dan perkawinan dari tindakan eksploitatif yang 
                                                           
7Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis 
Perkembanagan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Cet. II, ( Jakarta : Prenada, 
2004), h. 68. 
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merugikan anak, menjadi penyiapan generasi muda untuk menjemput kehidupan 
masa depan yang lebih baik. 
Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
secara jelas menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab 
untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pada prespektif hak anak 
pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian 
bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih 
tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti 
hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya 
dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa prematur. 
Dari paparan di atas, secara ringkas dapat disampaikan bahwa pernikahan dini 
atau anak-anak di Indonesia, berdasar UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
KHI melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, UU Nomor 23 Tahun 2003 cenderung dibatasi 
dan dilarang ( walau tidak tegas ), namun pernikahan dini di bawah usia yang 
diizinkan oleh UU Perkawinan masih dimungkinkan  dengan jalan mengajukan izin 
dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat bagi yang beragama Islam.8 
3. Pernikahan Dini dalam Perspektif Kesehatan dan Pendidikan 
Dari sudut pandang kesehatan, pernikahan dini mempunyai dampak negatif 
baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi 
sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan 
oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. 
                                                           
8Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 56-57 
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Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak 
negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 
tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. 
Sendangkan dari perspektfi pendidikan, pernikahan dini membuat anak 
kehilangan kesempatan untuk belajar (sekaligus bermain) di sekolah bersama teman 
sebaya. Anak juga kehilangan masa-masa dimana mereka seharusnya bisa mendapat 
lebih banyak pengalaman dalam hidup. Ada pepatah mengatakan bahwa anak adalah 
harapan terbesar orang tua. Praktik pernikahan anak adalah salah satu proses meniup 
api harapan tersebut. 
B. Pola Komunikasi Pemerintah Daerah 
Komunikasi pemerintahan itu terdiri dari dua kata yaitu komunikasi dan 
pemerintahan. Maka sebelum berbicara lebih lanjut mengenai komunikasi 
pemerintahan, ada baiknya diketahui pengertian dari komunikasi dan pemerintahan 
itu sendiri.9 
Objek materiil ilmu komunikasi ialah perilaku manusia, yang dapat 
merangkum perilaku individu, kelompok dan masyarakat. Sedangkan objek 
formalnya ialah situasi komunikasi yang mengarah pada perubahan sosial termasuk 
pikiran, perasaan, sikap dan perilaku individu, masyarakat, dan pengaturan 
kelembagaan. Menelusuri kata komunikasi, berasal dari bahasa latin yaitu 
communication bersumber dari perkataan communis yang berarti sama sedangkan 
secara etimologis mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang membuat suasana 
                                                           
9Softskill, Pengertian Komunikasi Pemerintah, Sumber: http://brsndontatto.blogspot.co.id/ 
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berbeda dalam kebersamaan kepada dua orang atau lebih yang tadinya monoopoli 
satu orang saja. 
Ada banyak pengertian dari komunikasi yang di berikan oleh beberapa para 
ahli komunikasi. Ada pendapat yang menyatakan bahwa komunikasi sebagai 
pengoperasian ide dan gagasan untuk menyatukan kekuatan sehingga terjadi interaksi 
antara orang-orang yang berkomunikasi, menuju pencapaian tujuan bersama 
(kesamaan makna). 
Ada juga yang mengatakan bahwa komunikasi ialah proses interaksi yang di 
dalamnya terdapat ide-ide, gagasan-gagasan, yang disampaikan oleh seseorang 
komunikator kepada komunikan baik secara verbal maupun non verbal dalam bentuk 
simbol-simbol atau lambang-lambang yang berarti dengan tujuan untuk merubah 
sikap atau perilaku seseorang. Dari pengertian dan asal komunikasi diatas apabila 
dicirikan merupakan suatu karakteristik dari makna yang relevan dengan komunikasi 
manusia, yakni kebersamaan. Dengan demikian pengertian yang berkaitan dengan 
komunikasi pada kenyataanya adalah fenomena sosial.10 
Maka dapat kita tankap Substansi dari komunikasi yaitu kesamaan pola 
pandang walaupun terdapat perbedaan field of experience dan frame of reference. 
Dan adapun pengertian pemerintah dengan pemerintahan harus di bedakan 
yaitu, pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah dan 
pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah 
tersebut. Di beberapa negara, antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan. 
                                                           
10Softskill, Pengertian Komunikasi Pemerintah, Sumber: http://brsndontatto.blogspot.co.id/ 
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Inggris menyebutnya government dan prancis gouvernment keduanya berasal dari 
perkataan latin gubernacalum. Dalam bahasa arab disebut hukumat sedangkan di 
belanda mengartikan regering sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang 
berwenang dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dan sebagai penguasa 
menetapkan perintah-perintah.  Jadi regen digunakan untuk pemerintahan pada 
tingkat nasional atau pusat. Bestruktur diartikan keseluruhan badan pemerintahan dan 
kegiatannya langsung berhubungan dengan usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. 
Musanef memberikan definisi ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan 
yang menyelidiki bagaimqana sebaiknya hubungan antara pemrintah dan yang di 
perintah, dapat diukur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya berbagai 
pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar 
terdapat keserasian pendapat serta daya tindak efektif atau efisien dalam 
pemerintahan.11 
Dari definisi diatas dan tujuannya dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 
komunikasi dan pemerintahan itu sama yaitu kesejahteraan rakyat. Adapun 
komunikasi pemerintahan dari gabungan dua pengertian diatas yaitu komunikasi 
pemerintahan adalah, proses penyampaian ide-ide, gagasan-gagasan dan program 
pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu 
kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pemerintah di asumsikan sebagai komunikator 
dan masyarakat sebagai komunikan, namun bila merujuk pada komunikasi model 
circular, masyarakat pun dapat menjadi meberikan ide atau gagasan pada pemerintah 
                                                           
11Softskill, Pengertian Komunikasi Pemerintah, Sumber: http://brsndontatto.blogspot.co.id/ 
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atau sering dikatakan dengan proses feedback terhadap setiap kebijakan/ pesan yang 
dikeluarkan pemerintah terhadap rakyat. 
Perkembangannya komunikasi pemerintahan di indonesia dewasa ini 
mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah yang di pimpin oleh bapak 
Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai seorang yang dididik dalam lingkungan militer 
sekaligus jendral sudah tentu dia merupakan ahli strategi di balik sifat yang dianggap 
oleh khalayak sebagai peragu dalam melakukan ataupun membuat kebijakan. Basik 
yang ia punya sebagai ahli strategy tentu sangat berguna jika di aplikasikan dalam 
peranannya sebagai komunikator pemerintahan. Pemerintah sebagai komunikator saat 
ini sering melakukan lemparan-lemparan wacana untuk mengetahui keinginan atau 
reaksi masyarakat.12 
Salah satu contohnya dalam setiap membuat kebijakan akan menaikan harga 
BBM, pemerintah jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa BBM pada tanggal sekian 
akan naik sehingga memicu reaksi dari masyarakat. Dan reaksi ini di tanggapi 
pemerintah dengan jalan menunda kenaikan BBM, lalu memberikan pesan-pesan 
komunikasi dalam media massa atau setiap kesempatan pemerintah berbicara dengan 
memberi alasan-alasan mengapa harga BBM harus naik, seperti naiknya hrga minyak 
dunia, ataupun adanya pengalihan subsidi BBM agar subsidi tersebuit tepat sasaran. 
Contoh tersebut menunjukan bahwa pemerintah saat ini menggunakan 
komunikasi pemerintahan sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan persamaan 
persepsi di antara masyarakat dan pemerintah terhadap suatu kebijakan. 
                                                           
12Softskill, Pengertian Komunikasi Pemerintah, Sumber: http://brsndontatto.blogspot.co.id/ 
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Komunikasi pemerintahan yang terjadi di indonesia pun lebih cenderung pada 
model komunikasi dua arah dimana komunikator/pemerintah mendapat masukan-
masukan dari komunikan/masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam setiap 
langkahnya ketika membuat kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan masyarakat. 
1. Pola Komunikasi Pemerintahan 
Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau 
lebih dalam  proses pengiriman dan penerimaann cara yang tepat sehingga pesan 
yang dimaksud dapat dipahami.13 
Tubs dan Moss mengatakan bahwa pola komunkasi atau hubungan dapat 
dicirikan oleh: komplementaris  atau simetris. Dalam hubngan komplementer satu 
bentuk perilaku dominan  dari satu partisipan mendatangkan perilaku tunduk dan 
lainnya dalam simetri, tingkatan  sejauh mana orang berinteraksi atas dasar kesamaan 
dominasi bertemu dengan dominasi atau epatuhan dengan  kepatuhan.14 
Komunikasi Pemerintahan merupakan penyampaian ide-ide atau gagasan dan 
progam pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai  tujuan Negara. Dalah 
hal ini pemerrintah diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai 
komunikan. Masyarakat pun juga dapat menjadi atau memberikan gagasan pada 
pemerintah sebagai feedback dari kebijakan atau pesan  yang dikeluarrkan pemerintah 
terrhadap rakyat. 
                                                           
13Bahri, Syaiful, Djamarah, Pola Komunikas Orang Tua dan Anak dalam  Keluarga, (Jakarta : 
PT. Reneka Cipta, 2004), h. 1. 
14Tubs, L Stewart dan Moss Sylvya, Human Comunication (konteks-konteks komunikasi), 
(Remaja  Rosda Karya: Bandung, 2001), h. 13. 
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Pola E-Government adalah model pemerintahan berbasis electronics atau e-
gov digital government, online government yang menggunakan teknologi informasi 
oleh pemerintah untuk memberikan inforrmasi dan pelayanan bagi masyarakat, 
urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pelayanan publik. 
Pola pomunikasi pemerintahan e-gov adalah cara atau model menyampaikan 
pesan atau gagasan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui atau menggunakan 
teknologi informasi, e-government berhubungan dengan penyediaan informasi, 
layanan atau produk yang disiapkan secara elektronik oleh pemerintah, tidak berbasis 
tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan. E-
government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti wide area 
network, internet dan mobile computing) organisasi pemerintah yang mempunyai 
kemampuan membentuk hubungan dengan warga Negara,bisnis, dan organisasi lain 
dalam pemerintahan. 
2. Cara Penyelesaian Masalah 
Ada dua arah komunikasi dalam internal organisasi pemerintah yaitu 
downward communication atau kemunikasi ke bawah dan upward communication 
atau komunikasi ke atas. Komunikasi ke bawah  merupakan  jaringan  komunikasi  
dengan  arus  bergerak  dari  pimpinan  ke  bawahan mengikuti  hirarki  organisasi.  
Pesan  yang  disampaikan  umumnya  berupa instruksi  jabatan  atau tugas,   cara   
mengerjakan   tugas,   penjelasan  prosedur   dan   kebijakan,   misi   dan   tujuan   dan 
umpan balik  kepada  pegawai. Downward communication berlangsung  ketika  
orang-orang  yang berada pada tataran puncak organisasi mengirim pesan kepada 
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bawahan. Adapun penyelesaian masalah yang dilakukan pemerintah dengan adanya 
pola komunikasi, yaitu: 
a. Job instruction, pemberian atau penyampaian instruksi kerja. 
b. Job rationale, penjelasan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk 
dilaksanakan. 
c. Policy and procedures information, penyampaian  informasi  mengenai  
kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang berlaku. 
d. Feedback, memberi balikan tentang kinerja yang dicapai. 
e. Motivation, pemberian motivasi untuk bekerja lebih baik. 
f. Indoctrination, memberitahukan tujuan organisasi sebagai sesuatu yang harus 
dicapai. 
Sebaliknya,   komunikasi   keatas   merupakan   arus   komunikasi   mengikuti   
jaringan dari bawahan ke pimpinan. Pesan yang disampaikan biasanya berupa laporan 
pelaksanaan pekerjaan, keluhan pegawai, sikap dan perasaan pegawai tentang 
berbagai hal, pengembangan prosedur dan teknik, informasi tentang produksi dan 
hasil yang dicapai. Upward communication terjadi ketika subordinasi mengirim pesan 
kepada atasannya. Ia berfungsi sebagai: 
a. Penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah 
dilaksanakan. 
b. Penyampaian  informasi  tentang  persoalan-persoalan  pekerjaan  ataupun  
tugas  yang  tidak dapat diselesaikan. 
c. Penyampaian saran-saran perbaikan. 
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d. Penyampaian keluhan bawahan tentang dirinya sendiri dan pekerjaannya. 
Dalam perspektif geography of public organization dari suatu negara,  
dsentralisasi  atau desentralisasi, komunikasi pemerintahan dengan arus informasi 
publik dan informasi tugas yang mengalir  secara downward sangat  dominan  dan  
menjadi ciri  khas  komunikasi  pemerintahan sentralistis.  Komunikasi pemerintahan  
yang menekankan komunikasi downward, baik dari atasan kepada bawahan  maupun  
secara regional dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tampak dalam 
pemerintahan sentralistis era orde baru. Berbagai keputusan kebijakan dan program-
program pembangunan telah ditetapkan di pusat dan kemudian di tugaskan 
(komunikasi tugas) kepada pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Pemerintah 
daerah tidak dapat berbuat banyak, dan bahkan informasi umpan balik yang  
diberikan  oleh  daerah  kepada  pusat  sangatlah terbatas, dan  bahkan hanya  sekedar 
ditampung oleh  pusat.  Dominasi  komunikasi downward yang  sangat  kental  dalam  
era orde bau mengakibatkan bawahan sangat loyal dan tunduk kepada atasan  
sehingga  bawahan  lebih  sering mengutamakan pelayanan kepada  atasan kepada 
masyarakat. 
3. Pola komunikasi pemerintah daerah  dalam menangani maraknya 
fenomena pernikahan dini 
Pola komunikasi pemerintah daerah  dalam menangani maraknya fenomena 
pernikahan dini yaitu:  
1. Tahap dinasehati  
Tahap awal yang dlakukan pemerintah Desa untuk menangani pernikahan dini 
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dengan dinasehati yang dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan pada saat ada 
masyarakat yang mendaftar pernikahan. 
2. Tahap pendataan  
Pendataan ini dilakukan pada pemerintahan kepala desa agar mencapai angka   
pernikahan normal. 
3. Tahap sosialisasi 
Mengatasi  masalah pernikahan dengan sosialisasi ke masyarakat apabila ada 
acara memperingati maulid nabi, gotong royong dan lain-lain. 
4. Perketat Undang-undang perkawinan  
Aturan-aturan mengenai pernikahan yang sudah di terapkan oleh pemerintah 
untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Penduduk yang menikah usia dini 
tidak mendapatkan surat nikah, untuk mendapatkan surat nikah maka harus melalui 
prosedur di pengadilan dengan mendatangkan kedua belah pihak beserta saksi-saksi  
dari kedua belah pihak, adanya hal tersebut usia menikah dini tidak akan berani, 
mengingat sulit untuk mengurus surat nikah.15 
Fenomena pernikahan dini bisa dikaji dengan teori interkasionisme simbolik 
Max Weber, dilihat dari pandangan Weber, pernikahan dini terjadi karena individu-
individu melakukan tindakan-tindakan yang berarti. Sesuai dengan tipe-tipe tindakan 
Max Weber yaitu, rasionalitas instrumental, rasionalitas yang berorientasi nilai, 
tindakan tradisional dan efektif. 
  
                                                           
15 Kanil, Pemerintah Daerah di Indonesia,(Jakarta;sinar grafika,2001), h.35. 
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Titik tolak baginya adalah mengenai individu yang tindakannya itu hanya 
dapat dimengerti menurut arti subyektifnya,kenyataan sosial baginya pada dasarnya 
terdiri dari tindakan sosial individu. Titik tolak Weber pada tingkat individual 
mengingatkan kita bahwa struktur sosial atau sistem budaya tidak dapat di pikirkan 
sebagai sesuatu yang berada secara terlepas dari individu yang terlepas dari individu 
yang terlibat di dalamnya. 
Pemahaman terhadap tindakan sosial dilakukan dengan meneliti makna 
subyektif yang di berikan individu terhadap tindakannya, karena manusia bertindak 
atas dasar makna yang di berikannya pada tindakan tersebut. Fenomena pernikahan 
dini di hubungkan dengan teori Max Weber dapat dinyatakan bahwa pernikahan dini 
tersebut merupakan simbol dari reaksi individu karena adanya keinginan individu 
tersebut untuk melakukannya. Teori Interaksionisme simbolik menurut George 
Herbert Mead, yang berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk yang paling 
rasional dan memiliki kesadaran akan dirinya. Di samping itu, George Herbert Mead 
juga menerima pandangan Darwin yang menyatakan bahwa dorongan biologis 
memberikan motivasi bagi perilaku atau tindakan manusia, dan dorongan-dorongan 
tersebut mempunyai sifat sosial.16 
C. Pernikahan Dini dalam Persperktif Islam 
Kamus Besar Indonesia mengartikan kata nikah sebagai perjanjian antara laki-
laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi dan perkawinan. Kata nikah al 
nikahu berarti al aqd ikatan atau perjanjian dan al wath, perbedaan menurut istilah an 
                                                           
16 Agecta.blogspot.co.id/2011/12/pendahuluan.html. 
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nikah  adalah akad perkawinan yang dilakasanakan berdasar syarat dan rukun tertentu 
menurut syariat islam.17 Pernikahan menjadikan manusia itu saling berpasangan 
untuk dapat membentuk keluarga. Pernikahan menjadikan kehalalan bagi hubungan 
manusia agar tidak terjerumus ke dalam zina. 
Pengertian fiqih, pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan 
melakukan hubungan suami istri dengan kata-kata nikah atau dengan kata-kata yang 
semakna dengan itu. Sedangkan perkawinan menurut agama adalah melakukan akad 
atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk 
menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu 
kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih dan sayang dan ketentraman 
dengan cara-cara yang diridhoi Allah.18 Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. 
An-Nuur/24: 32 sebagai berikut: 
 ْﻢُﻜِﺋﺎَﻣِإَو ْﻢُِﻛدﺎَﺒِﻋ ْﻦِﻣ َﲔِِﳊﺎﱠﺼﻟاَو ْﻢُﻜْﻨِﻣ ٰﻰَﻣ ََْﻷا اﻮُﺤِﻜَْﻧأَو ◌ۚ  ْنِإ اُﻮﻧﻮُﻜَﻳ  َءاَﺮَﻘُـﻓ  ُﻢِﻬِﻨْﻐُـﻳ  ُﱠ ا  ْﻦِﻣ  ِﻪِﻠْﻀَﻓ  ُ ﱠ اَو
ﻢﻴِﻠَﻋ ٌﻊِﺳاَو 
Terjemahnya: 
Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan 
juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 
laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan member 
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas 
(pemberian-Nya), Maha mengetahui.19 
Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh 
                                                           
17Andi Syahraini, Bimbingan Keluarga Sakinah, (Makassar: Alauddin University 
Press,2013),h.41. 
 18Siti Maleha, “Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif 
Bimbingan Konselng Islam”, (Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah, Institut Agama islam Negeri 
Walisongo, Semarang, 2010), h.16. 
19Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT Shima Examedia 
Arkanleema, 2003),h. 495. 
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keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai 
dan teratur. Dalam filasafat Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah 
perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:  
a. Memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan keturunan serta 
memperkembangkan suku-suku bangsa manusia; 
b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemananusiaan; 
c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan; 
d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari 
masyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayang; 
e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang 
halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.20 
Perkawinan adalah suatu sunnatullah atau hukum di dunia, maka perkawinan 
dilakukan bukan hanya manusia, tetapi juga hewan , bahkan tumbuh-tumbuhan. 
Manusia adalah mahluk yang dimuliakan dan di utamakan Allah dibandingkan 
dengan mahluk-mahluk lainnya. 
Maka Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi 
manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Manusia tidak boleh 
berbuat semaunya, seperti yang dilakukan oleh binatang, yakni kawin dengan lawan 
jenis semaunya saja, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara 
angin. Tentang hukum nikah, para fuqaha mengklarifikasikan hukum nikah menjadi 5 
                                                           
20Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan slam (Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 
1974 dan Komplikasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),h.26-27. 
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kategori yang berpeluang kepada kondisi pelakunya:  
a. Wajib 
 Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah 
mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari 
perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah. 
Sebagaimana firman Allah swt pada ayat berikut : 
 ْﻀَﻓ ﻦِﻣ ُ ﱠ ا ْﻢُﻬَـﻴِﻨْﻐُـﻳ ﱠﱴَﺣ ﺎًﺣﺎَﻜِﻧ َنوُﺪ
َِﳚ َﻻ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ِﻒِﻔْﻌَـﺘْﺴَﻴْﻟَوﻪِﻠ  
Terjemahnya:  
Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian 
(dirinya), sampai Allah memampukan kepada mereka dengan karunia-Nya21 
b. Sunnah  
Ulama Syafiah menganggap bahwa itu sunnah bagi orang yang melakukannya 
dengan niat mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan. Sedangkan 
ulama Malikiah berpendapat bahwa menikah itu sunnah bagi orang kurang 
menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu melakukan kewajiban 
dengan mencari rezeki yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual. 
c. Mubah 
Bagi orang-orang yang tidak ada alasan yang mendesak/mewajibkan segera 
menikah dan atau yang mengharamkan menikah. Ulama hambali menyatakan bahwa 
mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah. 
d. Makruh  
                                                           
21Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT Shima Examedia 
Arkanleema, 2003),h. 494.  
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Hukum menikah menjadi makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan 
tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena 
ia kaya dan tidak mempunyai keiginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh 
hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah 
atau menuntut suatu ilmu.  
e. Haram  
 Pernikahan haram hukumnya bagi orang tidak berkeinginan karena tidak 
mampu memberi nafkah, baik nafkah batin maupun nafkah lahiriah kepada istrinya 
serta nafsu tidak mendesak, atau dia mampunyai keinginan bahwa apabila menikah ia 
akan keluar dari islam.22  
Islam tidak melarang umatnya melakukan pernikahan dibawah umur, 
mengingat Nabi Muhammad saw sendiri nikah dengan Aisyah ketika Aisyah baru 
berumur 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia 
berumur 9 tahun. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa islam membolehkan umatnya 
untuk melakukan pernikahan semaunya kapan dan dimana saja.23 Muhammad saw 
dalam salah satu hadisnya menjelaskan:  
 ْﺮَﻔِْﻠﻟ ُﻦَﺼْﺣَأَو ِﺮَﺼَﺒِْﻠﻟ ﱡﺾَﻏَأ ُﻪﱠﻧَِﺈﻓ ،ْجﱠوَﺰَـﺘَـﻴْﻠَـﻓ َةَءﺎَﺒْﻟا ُﻢُﻜْﻨِﻣ َعﺎَﻄَﺘْﺳا ِﻦَﻣ ،ِبﺎَﺒﱠﺸﻟا َﺮَﺸْﻌَﻣ  َ ْﻊِﻄَﺘْﺴَﻳ َْﱂ ْﻦَﻣَو ،ِج
 ٌءﺎَﺟِو ُﻪَﻟ ُﻪﱠﻧَِﺈﻓ ،ِمْﻮﱠﺼﻟ ِ ِﻪْﻴَﻠَﻌَـﻓ 
 
Terjemahnya: 
                                                           
22Sabri Samin dan Andi Narmanya Aroeng,  Fikih II, (Makassar: Alauddin Press, 2010), h.7-9 
23Nadimah Tanjung, Islam dan Perkawinan, Cet Ke-1 ( Tangerang: Lentera hati, 2005), 
h.107.  
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Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu, hendaknya kawin, 
sebab kawin itu akan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, 
hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu24 
 Sabda Rasulullah tersebut memberikan petunjuk, bahwa baik pria maupun 
wanita apabila belum mampu, dianjurkan untuk menunda perkawinan sampai 
mempunyai kemampuan mental fisik, terutama bagi calon istri yang akan 
menghadapi kehamlan dan kelahiran. Faktor usia ibu yang hamil akan berpengaruh 
besar terhadap kualitas janin dan perkembangan anak, selanjutnya resiko penderitaan 
bahaya selalu diperhatikan dan selanjutnya dihndari agar tidak merusak keturunan 
atau generasi berikutnya. Hadis diatas dengan jelas dialamatkan kepada syabab 
(pemuda), menurut para ulama syabab adalah orang yang telah mencapai aqil baligh 
dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Aqil baligh bisa ditandai dengan 
mimpi basah atau menstruasi atau telah mencapai usia lima belas tahun. 
Islam tidak melarang umatnya melakukan pernikahan dibawah umur, 
mengingat Nabi Muhammad saw sendiri nikah dengan Aisyah ketika Aisyah baru 
berumur 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia 
berumur 9 tahun. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa islam membolehkan umatnya 
untuk melakukan pernikahan semaunya kapan dan dimana saja.25 
 Muhammad saw dalam salah satu hadisnya menjelaskan:  
 ِﺮَﺼَﺒِْﻠﻟ ﱡﺾَﻏَأ ُﻪﱠﻧَِﺈﻓ ،ْجﱠوَﺰَـﺘَـﻴْﻠَـﻓ َةَءﺎَﺒْﻟا ُﻢُﻜْﻨِﻣ َعَﺎﻄَﺘْﺳا ِﻦَﻣ ،ِبﺎَﺒﱠﺸﻟا َﺮَﺸْﻌَﻣ  َ  ْﻊِﻄَﺘْﺴَﻳ َْﱂ ْﻦَﻣَو ،ِْجﺮَﻔِْﻠﻟ ُﻦَﺼْﺣَأَو
 ٌءﺎَﺟِو ُﻪَﻟ ُﻪﱠﻧَِﺈﻓ ،ِمْﻮﱠﺼﻟ ِ ِﻪْﻴَﻠَﻌَـﻓ 
                                                           
24Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT Shima Examedia 
Arkanleema, 2003),h. 555.  
25Nadimah Tanjung, Islam dan Perkawinan, cet ke-1 ( Tangerang: Lentera hati, 2005), h.107.  
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Terjemahnya: 
Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu, hendaknya kawin, 
sebab kawin itu akan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, 
hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu.26 
 Sabda Rasulullah tersebut memberikan petunjuk, bahwa baik pria maupun 
wanita apabila belum mampu, dianjurkan untuk menunda perkawinan sampai 
mempunyai kemampuan mental fisik, terutama bagi calon istri yang akan 
menghadapi kehamlan dan kelahiran. Faktor usia ibu yang hamil akan berpengaruh 
besar terhadap kualitas janin dan perkembangan anak, selanjutnya resiko penderitaan 
bahaya selalu diperhatikan dan selanjutnya dihndari agar tidak merusak keturunan 
atau generasi berikutnya. Hadis diatas dengan jelas dialamatkan kepada syabab 
(pemuda), menurut para ulama syabab adalah orang yang telah mencapai aqil baligh 
dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Aqil baligh bisa ditandai dengan 
mimpi basah atau menstruasi atau telah mencapai usia lima belas tahun. 
1. Tujuan Pernikahan Dini dalam Islam 
Untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-
laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang 
tenteram (sakinah), cinta kasih (mawaddah) dan penuh rahmat, agar dapat melahirkan 
keturunan yang sholeh dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia.27 
2. Manfaat Pernikahan Dini dalam Islam 
Pernikahan di usia dini tentu saja memiliki manfaat, adapun manfaat 
                                                           
26Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, Tafsir Surat Yasin, (Bandung: Lentera, 2013), 
h. 384-389. 
27Ihsan, Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, (Surabaya: BP-4 Jatim, 2008), h. 11. 
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pernikahan dini sebagai berikut: 
a) Melaksanakan perkawinan merupakan salah satu ibadah bagi umat islam. 
b) Dapat terpelihara dari perbuatan maksiat. 
c) Dapat terbentuk suatu rumah tangga yang bahagia, damai, tentram serta kekal 
disertai rasa kasih sayang antar suami istri. 
d) Dapat diperoleh garis keturunan yang syah, jelas dan bersih, demi 
kelangsungan hidup dalam keluarga dan masyarakat. 
e) Dapat terlaksakannya pergaulan hidup antara seseorang atau kelompok secara 
teratur, terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai 
makhluk yang terhormat diantara makhluk-makhluk Allah yang lain.28 
f) Terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidup berkeluarga member 
jaminan kepada pelaku terhindar dari perbuatan maksiat, baik maksiat mata 
karena bukan lawan jenis bukan pasangan sahnya, dan berkeluarga juga dapat 
menjauhkan diri dari perzinaan.29 
g) Dampak terhadap masing-masing keluarga apabila perkawinan di antara anak-
anak lancar, akan menguntungkan bagi keluarganya, namun jika sebaliknya 
keadaan rumah tangga tidak bahagia dan akhirnya akan terjadi perceraian, 
maka akan mengakibatkan berhambatnya biaya hidup dan paling parah akan 
memutuskan tali kekeluargaan. 
                                                           
28Ihsan, Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, (Surabaya: BP-4 Jatim, 2008), h. 21. 
29Priyanty, Faktor yang Berhubungan Dengan Perkawinan Usia Muda Pada Penduduk 
Kelompok Umur 12-19 Tahun di Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggak Kabupaten Deli Serdang, 
Skripsi, (Fakultas Kesehatan masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan, 2013), h.9.  
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h) Dampak bagi kesehatan pernikahan usia dini mempunyai pengaruh besar 
terhadap tingginya angka kematia ibu, bayi dan umur harapan hidup, yaitu 
kesakitan dan kematian ibu di usia muda serta kesakitan dan kematian anak-
anaknya telative lebih tinggi dari usia ibu lainnya, perkawinan usia muda 
mempunyai dampak yang tidak menguntungkan, tidak hanya membawa resiko 
besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu yang mengandung dan 
melahirkan pada usia muda. Tetapi juga terhadap anak hasil perkawinan usia 
muda itu.30 
i) Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, 
tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. 
Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika 
baru lulus tentu keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh ke 
jenjang selanjutya.  
Pola dilakukan oleh seorang atau kelompok orang dalam suatu peristiwa, 
maksud dari tindakan yang dilakaukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 
peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh 
orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.  
3. Syarat-Syarat Pernikahan Dini 
a. Syarat bakal suami: 
1) Islam 
                                                           
30Rina Yulianti, Dampak yang ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini, Tesis, (Hukum 
Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Trujonoyo-Madura, 2013), h.4. 
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2) Lelaki yang tertentu 
3) Bukan lelaki mahram dengan bakal isteri 
4) Mengetahui wali yang sebenar bagi akad nikah tersebut 
5) Bukan dalam ihram haji atau umrah 
6) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan 
7) Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa 
8) Mengetahui bahawa perempuan yang hendak dikahwini adalah sah 
dijadikan isteri.31 
b. Syarat bakal isteri 
1) Islam 
2) Perempuan yang tertentu 
3) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami 
4) Bukan seorang khunsa 
5) Bukan dalam ihram haji atau umrah 
6) Tidak dalam idah 
7) Bukan isteri orang 
c. Syarat wali 
1) Islam, bukan kafir dan murtad 
2) Lelaki dan bukannya perempuan 
3) Baligh 
4) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan 
                                                           
31Tutik Titik Triwulan, Pengantar Hukum Perdata, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h.10. 
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5) Bukan dalam ihram haji atau umrah 
6) Tidak fasik 
7) Tidak cacat akal fikiran,gila, terlalu tua dan sebagainya 
8) Merdeka 
9) Tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan hartanya 
Sebaiknya bakal isteri perlulah memastikan syarat WAJIB menjadi wali. 
Sekiranya syarat wali bercanggah seperti di atas maka tidak sahlah sebuah pernikahan 
itu. Sebagai seorang mukmin yang sejati, kita hendaklah menitik beratkan hal-hal 
yang wajib seperti ini. Jika tidak di ambil kira, kita akan hidup di lembah zina 
selamanya.32 
d. Syarat-syarat saksi 
1) Sekurang-kurangya dua orang 
2) Islam 
3) Berakal 
4) Baligh 
5) Lelaki 
6) Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul 
7) Dapat mendengar, melihat dan bercakap 
8) Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan 
melakukan dosa-dosa kecil) 
9) Merdeka 
                                                           
32Tutik Titik Triwulan, Pengantar Hukum Perdata, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h.11. 
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e. Syarat ijab 
1) Pernikahan nikah ini hendaklah tepat 
2) Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran 
3) Diucapkan oleh wali atau wakilnya 
4) Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mutaah(nikah kontrak 
perkawinan(ikatan suami isteri) yang sah dalam tempoh tertentu seperti 
yang dijanjikan dalam persetujuan nikah muataah 
5) Tidak secara taklik(tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafazkan) 
g. Syarat qabul 
1) Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab 
2) Tiada perkataan sindiran 
3) Dilafazkan oleh bakal suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu) 
4) Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mutaah(seperti nikah 
kontrak) 
5) Tidak secara taklik(tiada sebutan prasyarat sewaktu qabul dilafazkan) 
6) Menyebut nama bakal isteri 
7) Tidak diselangi dengan perkataan lain. 33 
 
D. Pandangan Ulama Fiqih Tentang Boleh dan Tidak Boleh Menikah Usia Dini 
Islam telah memberikan keleluasaan bagi siapa saja yang sudah memiliki 
kemampuan (Al-ba’ah) untuk segera menikah dan tidak menunda-nunda pernikahan 
                                                           
33Tutik Titik Triwulan, Pengantar Hukum Perdata, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h.12. 
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bagi yang sudah mampu yang akan dapat menghantarkannya kepada perbuatan 
haram. Selain itu Rasulullah telah memberikan panduan bagi laki-laki untuk mencari 
pasangannya yang memiliki potensi subur untuk memiliki banyak keturunan. 
Rasulullah jelas-jelas sangat menginginkan umatnya nanti di yaumil akhir adalah 
umatyang terbanyak yang dapat beliau banggakan. 
Isu pernikahan dini saat ini marak dibicarakan. Hal ini dipicu oleh pernikahan 
Pujiono Cahyo Widianto, seorang hartawan sekaligus pengasuh pesantren dengan 
Lutviana Ulfah. Pernikahan antara pria berusia 43 tahun dengan gadis belia berusia 
12 tahun ini mengundang reaksi keras dari Komnas Perlindungan Anak. Bahkan dari 
para pengamat berlomba memberikan opini yang bernada menyudutkan. Umumnya 
komentar yang terlontar memandang hal tersebut bernilai negatif. 
Di sisi lain, Syeh Puji, begitu ia akrab disapa berdalih untuk mengader calon 
penerus perusahaannya. Dia memilih gadis yang masih belia karena dianggap masih 
murni dan belum terkontaminasi arus modernitas. Lagi pula dalam pandangan Syeh 
Puji, menikahi gadis belia bukan termasuk larangan agama. 
1. Batasan Usia Pernikahan Dini 
Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan 
waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan 
kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau 
sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 
17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu 
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merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki 
sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya.34  
Pernikahan dini mengandung pengertian bahwa salah satu calon suami atau 
istri maupun keduanya dalam usia dini yaitu belum cukup umur untuk 
melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Batasan usia yang 
ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan juga tertera dalam Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) yaitu 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan 16 tahun 
untuk calon mempelai pria. 
Quraish Shihab dalam menafsirkan kata ﻦﻀﺤﯾ ﻢﻟ ﻰﺘﻟاو dalam surat al-Thalaq 
ayat 4, mengatakan bahwa maksud kalimat itu adalah perempuan yang tidak haid 
artinya perempuan yang belum dewasa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 
batasan untuk pernikahan dini adalah usia dewasa. Ulama fiqh menetapkan, usia 
dewasa (baligh) perempuan yaitu ketika telah mengalami haid.35  
Dalam tafsir al-Mishbah disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah memberikan 
perbandingan dengan usia anak yatim yang sudah boleh diberikan kepada mereka 
harta-harta yang sebelumnya dikelola oleh wali yaitu usia 25 tahun, dengan 
pertimbangan usia dewasa pada umur 18 tahun dan tahap peyempurnaan 7 tahun lagi, 
sehingga genap menjadi 25 tahun. 
                                                           
34Quraisy Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, (Jakarta, 
Lentera Hati, 2002), h. 298. 
35Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indosesia; antara Fiqh Munkahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta, Kencana, 2006). h. 66. 
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Jadi pernikahan yang dilaksanakan oleh calon suami yang belum beumur 16 
tahun dan/atau calaon istri yang belum berumur 16 tahun dapat dikategrikan sebagi 
pernikahan dini. Dengan merujuk kepada UU Perkawinan dan KHI yang memberikan 
batasan yang lebih ideal dengan memperimbangkan aspek psikologis dan kematangan 
berpikir. 
2. Hukum Pernikahan Dini Dalam Islam 
Islam yang memberikan legalitas dalam setiap perilaku umatnya adalah fiqh. 
Sesuai dengan defenisinya, fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang 
bersifat amaliah yang diperoleh melalui dalil-dalil terperinci, maka perbedaan ahli 
hukum (mujtahid) dalam memahami dan mengambil dalil-dalil dari nash, akan 
mengeluarkan (istimbath) hukum yang berbeda pula. Khilafiah (perbedaan pendapat) 
dalam fiqh bukanlah hal yang mencengangkan, bahkan boleh dikatakan sebagai 
keniscayaan. Namun hal itu bisa diterima selama masih dalam batas kewajaran (tidak 
bertentangang dengan prinsip dasar al-Quran dan sunnah).36 
Tidak terkecuali dalam masalah pernikahan, apalagi pernikahan di usia dini 
yang sangat banyak menuai kontroversi dengan memberikan alasan (naqli dan ‘aqli). 
Pendapat mereka antara lain; 
 
a. Pendapat yang melarang 
                                                           
36Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indosesia; antara Fiqh Munkahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta, Kencana, 2006). h. 67. 
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Pendapat yang digawangi Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama 
melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai 
esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan 
keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih 
menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan 
diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan 
kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah 
(yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan 
khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya. Dalam surat an- Nisa’ ayat 6 
dinyatakan bahwa: 
  
   
   
   
    
  
    
   
    
  
   
   
   
        
Terjemahnya: 
Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika 
menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka 
serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta 
anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara 
pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta 
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anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta 
itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada 
mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) 
bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).37 
Ayat di atas menyiratkah bahwa ada batasan umur tertentu untuk dapat 
melangsungkan pernikahan, yaitu ketika sudah mencapai usia baligh. Jika dikaitkan 
dengan hukum wadh’I, usia baligh merupakan syarat. Hukum itu akan berlaku ketika 
syarat itu sudah ada atau datang. Dengan demikian, perintah untuk menikah hanya 
ditujukan kepada orang yang telahbaligh. Bagi orang yang belum baligh, belum 
dikenai hukum ini, bahkan sebaliknya dilarang. Karena sesuai dengan kaidah fiqiah 
tentang ibadah : 
ﻒﻗﻮﺘﻟا ةدﺎﺒﻌﻟا ﻰﻓ ﻞﺻﻻا عﺎﺒﺗﻹا 
Terjemahnya: 
Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan 
syari’ah.38 
Lebih lanjut dalam pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan 
bahwa untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh 
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam 
pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangya 
berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.39  
                                                           
37Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, Al-Qur’an Terjemahnya dan Tafsir Surat Yasin, 
(Bandung: Lentera, 2013), h. 90. 
38A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta, Kencana, 2007), h. 114. 
39Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indosesia; antara Fiqh Munkahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta, Kencana, 2006). h. 68. 
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri merupakan sebuah upaya untuk 
menerapkan konsep-konsep hukum islam (fiqh) di tengah-tengah masyarakat dengan 
memberikan payung hukum dalam operasionalnya. Materi KHI dirangkum dari 
berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis para ulama 
fiqh. Sehingga KHI tidak keluar dari prinsipnya sebagai hasil ijtihad ulama fiqh. 
b. Pendapat yang membolehkan 
Dalil kebolehannya adalah Al-Qur`an dan As-Sunnah. Dalil Al-Qur`an adalah 
firman Allah swt dalam QS. Ath-Thalaq: 65/4, sebagai berikut: 
   
   
   
   
    
   
     
     
    
Terjemahnya: 
Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara 
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka 
iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan 
yang tidak haid.40 
 
Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud 
“perempuan-perempuan yang tidak haid” (lam yahidhna), adalah anak-anak 
perempuan kecil yang belum mencapai usia haid (ash-shighaar al-la`iy lam 
yablughna sinna al-haidh). Ini sesuai dengan sababun nuzul ayat tersebut, ketika 
                                                           
40Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT Shima Examedia 
Arkanleema, 2003),h. 555.  
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sebagian shahahat bertanya kepada Nabi SAW mengenai masa iddah untuk 3 (tiga) 
kelompok perempuan, yaitu : perempuan yang sudah menopause (kibaar), perempuan 
yang masih kecil (shighar), dan perempuan yang hamil (uulatul ahmaal). Jadi, ayat di 
atas secara manthuq (makna eksplisit) menunjukkan masa iddah bagi anak 
perempuan kecil yang belum haid dalam cerai hidup, yaitu selama tiga bulan. 
Imam Suyuthi dalam kitabnya Al-Iklil fi Istinbath At-Tanzil hal. 212 mengutip 
Ibnul Arabi, yang mengatakan, diambil pengertian dari ayat itu, bahwa seorang (wali) 
boleh menikahkan anak-anak perempuannya yang masih kecil, sebab iddah adalah 
cabang dari pada nikah. 
Jadi, secara tidak langsung, ayat di atas menunjukkan bolehnya menikahi anak 
perempuan yang masih kecil yang belum haid. Penunjukan makna (dalalah) yang 
demikian ini dalam ushul fiqih disebut dengan istilah dalalah iqtidha`, yaitu 
pengambilan makna yang mau tak mau harus ada atau merupakan keharusan 
(iqtidha`) dari makna manthuq (eksplisit), agar makna manthuq tadi bernilai benar, 
baik benar secara syar’i (dalam tinjauan hukum) maupun secara akli (dalam tinjauan 
akal). Jadi, ketika Allah swt mengatur masa iddah untuk anak perempuan yang belum 
haid, berarti secara tidak langsung Allah swt telah membolehkan menikahi anak 
perempuan yang belum haid itu, meski kebolehan ini memang tidak disebut 
secara manthuq (eksplisit) dalam ayat di atas 
 Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya “Ash-Shahiih” 2/1039 no.1422: 
لﺎﻗ:  ْﻦَﻋ ،َةَوْﺮُﻋ ْﻦَﻋ ، ِِّيﺮْﻫﱡﺰﻟا ِﻦَﻋ ،ٌﺮَﻤْﻌَﻣ  ََﺮَـﺒْﺧَأ ،ِقاﱠزﱠﺮﻟا ُﺪْﺒَﻋ  ََﺮَـﺒْﺧَأ ،ٍﺪَْﻴُﲪ ُﻦْﺑ ُﺪْﺒَﻋ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣو ،َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ « ﱠنَأ
 َﻲِﻫَو ِﻪْﻴَِﻟإ ْﺖﱠُﻓزَو ،َﲔِﻨِﺳ ِﻊْﺒَﺳ ُﺖْﻨِﺑ َﻲِﻫَو ﺎَﻬَﺟﱠوَﺰَـﺗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﱯﱠﻨﻟا  ﺎَﻬُـﺒَُﻌﻟَو ،َﲔِﻨِﺳ ِﻊْﺴِﺗ ُﺖْﻨِﺑ
 َةَﺮْﺸَﻋ َنَﺎَﲦ ُﺖِْﻨﺑ َﻲِﻫَو ﺎَﻬ ْـﻨَﻋ َتﺎَﻣَو ،ﺎَﻬَﻌَﻣ» 
Terjemahnya:  
‘Aisyah; “Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menikahinya ketika dia berusia 
tujuh tahun, dan dia diantar ke kamar beliau ketika berusia sembilan tahun, dan 
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ketika itu dia sedang membawa bonekanya, sedangkan beliau wafat darinya ketika 
dia berusia delapan belas tahun.” 
 
 
 
 
Dalam riwayat lain disebutkan : 
 ْﻦَﻋ  َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ {  ﱠنَأ  ﱠِﱯﱠﻨﻟا ﻰﱠﻠَﺻ  ُﱠ ا  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  َﻢﱠﻠَﺳَو ﺎَﻬَﺟﱠوَﺰَـﺗ  َﻲِﻫَو  ُﺖِْﻨﺑ  ِّﺖِﺳ  َﲔِﻨِﺳ ،  ْﺖَﻠِﺧُْدأَو  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  َﻲِﻫَو  ُﺖِْﻨﺑ 
 ِﻊْﺴِﺗ  َﲔِﻨِﺳ  ْﺖَﺜَﻜَﻣَو  ُﻩَﺪْﻨِﻋ ﺎًﻌْﺴِﺗ }  ٌﻖَﻔـﱠﺘُﻣ  ِﻪْﻴَﻠَﻋ 
Terjemahnya: 
“Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat 
beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada 
umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula” (Hadis Shohih 
Muttafaq ‘alaihi) 
Berdasarkan dalil-dalil di atas, jelaslah bahwa mubah hukumnya seorang laki-
laki menikah dengan anak perempuan kecil yang belum haid. Hukum nikahnya sah 
dan tidak haram. Namun syara’ hanya menjadikan hukumnya sebatas mubah (boleh), 
tidak menjadikannya sebagai sesuatu anjuran atau keutamaan (sunnah/mandub), 
apalagi sesuatu keharusan (wajib). 
Melihat konteks dua hadits di atas, kebolehan menikah pada usia dini hanya 
disinyalir untuk perempuan yang belum baligh. Tidak ditemukan pemahaman bahwa 
pernikahan dini dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang masih kecil, atau 
perempuan dewasa dengan laki-laki yang masih kecil. Nabi Muhammad sendiri 
menikah dengan Aisyah sudah mencapai usia baligh. Dengan demikian, kebolehan 
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menikah pada usia dini hanya dikhususkan pada perempuan yang masih kecil, tidak 
untuk laki-laki. 
Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indosesia; 
antara Fiqh Munkahat dan Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan bahwa syarat 
perkawinan yang ke-lima adalah keduanya telah mencapai usia yang layak untuk 
melangsungkan pernikahan. MenurutIbnu al-Humam dalam kitabnya Syarh Fath al-
Qadir, bahwa boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dengan 
perempuan yang masih kecil. 
Pendapat Ibnu al-Humam ini, tanpa didasari oleh dalil yang kuat, apalagi jika 
dilihat dari kemudhratan yang terjadi. Suami menpunyai tanggung jawab yang besar 
terhadap seluruh aspek kehidupan keluarga, pada usiadini ini, sangat dikhawatirkan 
suami tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai suami, terutama dalam menafkahi 
keluarga serta aspek psiologi dan kematangan berfikir. 
Dalam hadits lain disebutkan bahwa perintah menikah yang ditujukan pada 
pemuda, adalah pemuda yang telah mempunyai kemampuan untuk menikah secara 
materi dan non materi. Ini jelas syarat utama pemuda untuk menikah adalah sudah 
mempeunyai kemampuan.41 
 
                                                           
41Rank Cotto, Boleh dan Tidak Boleh Melakukan Pernikahan Dini, Sumber: http:// rankcotto. 
blogspot. co. id/ 2009/ 04/ pernikahan-dini.html (28 November 2017). 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sifatnya kualitatif, yaitu 
penelitian yang menitik beratkan pada keutuhan (entity) sebuah fenomena. Dalam 
rangka mengkaji perilaku suatu idividu atau kondisi sosialnya dengan segala 
subyektifitas pemaknaannya, individu dalam pilihan sikap dan tindakannya tidaklah 
berdiri sendiri tanpa memiliki keterkaitan.  
Metode penelitian ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriftif     
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
Penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui 
pengumpulan data. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa 
menjelaskanfenomena yang di teliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya.  
2. Lokasi Penelitian  
 Sesuai dengan judul penulis terkait “Pola Komunikasi Pemerintah Daerah 
Dalam Menangani Pernikahan Dini di Desa Gura Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 
Enrekang, maka penelitian ini berlokasi di Desa Gura Kecamatan Buntu Batu 
Kabupaten Enrekang. Dengan waktu penelitian yang digunakan yaitu satu bulan 
terhitung pada tanggal 1 November -30 November 2017. 
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B. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antara 
seseorang dengan orang lain, dengan adanya komunikasi maka terjadilah hubungan 
sosial. Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain, sehingga 
terjadi interaksi timbal balik. Dalam hubungan seseorang dengan orang lain tentunya 
terjadi proses komunikasi, itu tentunya tidak terlepas dari tujuan yang menjadi topik 
atau pokok pembahasan, dan proses penyampaian informasi itu akan berhasil apabila 
di tunjang dengan alat media sebagai sarana penyalur informasi atau berita. 
 Pendekatan komunikasi di gunakan karena obyek yang di teliti membutuhkan 
bantuan ilmu tersebut untuk mengetahui peranan komunikasi pemerintah dalam 
menangani pernikahan dini. 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu,  
1. Data primer, sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di 
peroleh di lapangan bersumber dari informan yang dianggap relevan. 
Pendapat lain mengemukakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh 
atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian 
atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Disebut juga data asli atau data 
baru. Penjelasan mengenai informan-informan tersebut dijelaskan lebih 
mendalam di poin wawancara. 
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh  atau  dikumpulkan oleh orang 
yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini 
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biasanya diperoleh dari perpustakaan, laporan-laporan. Disebut juga data yang 
tersedia.1 Data sekunder merupakan data pelengkap untuk melengkapi data 
primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: buku-buku panduan, 
dokumen-dokumen yang tersedia di kantor Desa Gura. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena 
itu berikut teknik pengumpulan data : 
1. Library Research (riset kepustakaan) yaitu dengan mengumpulkan data dan 
membaca buku-buku, majalah-majalah yang membahas tentang permasalahan 
ini seperti buku-buku tentang fenomenologi pernikahan dini, serta teori-teori 
yang terkait dengan penelitian ini.  
2. Field research (riset lapangan) mengumpulkan data melalui penelitian 
lapangan dengan menggunakan metode sebagai berikut :  
1. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 
terhadap gejala, fenomena atau objek yang diteliti. Peneliti dalam 
pengamatannya ketika melakukan penelitian di lapangan memperlihatkan 
beberapa hal diantaranya: objek penelitian yaitu pemerintah dan 
masyarakat di Desa Buntu Mondong Kec. Buntu Batu. Adapun 
pengamatan dalam penelitian ini yaitu memahami pandangan pemerintah 
                                                           
1Syamsuddin, dkk., Pedoman Praktis Metodologi penelitian internal (pendekatan kualitatif, 
kuantitatif, pengembangan dan Mix.Method), h.72. 
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mengenai  pernikahan dini dan tokoh masyarakat lainnya.  
2. Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data untuk 
mendapatkan keterangan lisan melalui Tanya jawab dan berhadapan 
langsung kepada orang yang dapat memberikan keterangan. Teknik ini 
memberikan data sekunder dan data primer yang akan mendukung 
penelitian.2 Dalam menentukan informan, penulis dibantu oleh tokoh 
masyarakat Desa Gura terkait masalah pernikahan dini karena tokoh 
masyarakat yang lebih mengetahui orang-orang yang pernah terlibat 
dalam permasalahan pernikahan dini di desa tersebut sehingga yang 
menjadi informan kunci adalah Kepala Desa Gura kemudian Kepala 
Kantor Urusan Agama Desa Gura dan informan pendukung adalah 
masyarakat, kepala dusun dan anak yang melakukan pernikahan dini dan 
jumlah keseluruhan informan yang penulis tetapkan, sebanyak 5 orang. 
3. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda 
tertulis seperti buku, majalah dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen 
rapat, catatan harian dan sebagainya.3 
E. Instrument Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 
peneliti yakni mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 
lebih mudah. Adapun wujud dari instrumen penelitian yang digunakan peneliti untuk 
                                                           
2Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif,dan R dan D, h. 145. 
3Sutrisno Hadi, Metode Research (cet.XXIV; Yokyakarta : Andi Offsed,1993)h.11. 
52 
 
 
mengumpulkan data-data yang ada berkaitan dengan objek yang akan diteliti adalah 
hasil observasi, pedoman wawancara, dan telaah daftar kepustakaan  (buku, teks, 
foto, arsip-arsip, undang-undang, artikel,dan biografi), dibantu dengan peralatan 
penelitian seperti kamera,alat perekam,dan buku catatan.4 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni 
menggambarkan secara komprehenship. Didasari bahwa ciri penelitian kualitatif 
menempatkan peneliti sebagai instrument utama dalam proses penelitian, maka 
penelitian ini data di analisis sejak penelitian berlangsung hingga berakhirnya proses 
pengumpulan data. 
 Langkah awal yang penulis lakukan adalah membuat kategori-kategori dalam 
bentuk lembaran-lembaran. Data yang penulis dapatkan kemudian dimasukkan 
kedalam kategori yang sesuai, misalnya data tentang latar belakang informan, data 
tentang kondisi sosial budaya yang mendorong terciptanya pola interaksi sosial 
merupakan kategori data sehingga memudahkan penulis mengklarifikasinya. 
  Langkah selanjutnya direduksi dengan mencari intinya (abstraksi), hasil 
abstraksi tersebut disesuaikan dengan temuan-temuan lain yang berfungsi sebagai 
penguat data. Pada saat sama temuan data juga dikonfirmasikan kembali kepada 
informan untuk memperkuat sehingga validitasnya nampak atau kelihatan 
(pengabsahan data). Langkah- langkah tersebut sejalan dengan pendapat Moleong 
bahwa analisa data adalah proses pengorganisasian data kedalam pola, kategori dan 
                                                           
4Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif,dan R dan D, h. 146. 
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satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema hipotesa kerja yang dilakukan 
oleh data. Data berupa hasil transkip hasil wawancara, catatan observasi, dianalisis 
dengan : menelaah seluruh data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, 
dan memahami secara mendalami data-data tersebut, mereduksi data dengan 
abstraksi, abstraksi merupakan menganalisa dan merangkum intisari data, dan 
memeriksa keabsahan data. Pendapat Moelong tersebut, bercirikan kualitatif dengan 
pendekatan deskripstif, analitik, dan interpretative. 
 Adapun analisis data selama pengumpulan data berlangsung dan setelah 
selesai pengumpulan data, yakni: pada saat wawancara peneliti telah melakukan 
analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, sampai pada tahap tertentu untuk 
memperoleh data yang valid dan kredibel. Analis isi dilakukan secara interaktif dan 
berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sampai data dianggap cukup. 
 Kemudian tahap akhir, melakukan reduksi data yakni merangkum, memilih, 
mengabstraksi, dan mentransformasi  data yang diperoleh dari hasil lapangan untuk 
dicari tema dan polanya. Hal ini membantu peneliti untuk mempertajam fokus. 
Membuat kategorisasi, dan menyusun klarifikasi guna pendalaman dan penyusunan 
rencana kerja lebih lanjut. Maka pada tahap ini tentunya data yang tidak relevan 
dengan pertanyaan dasar penelitian dapat dipisahkan. 
 Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai 
dari Analisis selama pengumpulan data, biasanya dilakukan dengan triangulasi. 
Kegiatan-kegiatan analisis data selama pengumpulan data meliputi: menetapkan 
fokus penelitian, penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang 
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terkumpul, pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya, penetapan sasaran 
pengumpulan data (informan, situasi dan dokumen). Adapun tahapan analisis data 
yaitu sebagai berikut: 
1. Display Data (Penyajian Data),  
Penyajian data yakni menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
2. Reduksi Data 
Reduksi data dalam proses ini peneliti dapat melakukan pemilihan-pemilihan 
data yang hendak dikode mana yang dibuang mana yang merupakan ringkasan, 
cerita-cerita apa yang berkembang. 
3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan 
Selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan sebenarnya 
adalah sebagian dari satu kegiatan yang utuh. Dan kesimpulan-kesimpulan juga 
diverifikasi selama kegiatan berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada 
catatan-catatan lapangan yang ada. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Penelitian dalam melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 
menggunakan trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 
yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 
atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Trianggulasi merupakan usaha 
mengecek kebenaran data atau nformasi yang di peroleh dari berbagai sudut pandang 
yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi 
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pada saat pengumpulan dan analisis data.5 
Pengumpulan data dan penelitian di lakukan dengan cara observasi, 
dokumentasi, dan wawancara dengan informan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan 
data yang valid dan ada kecocokan satu sama lain, penelitian mengadakan 
trianggulasi sumber data melalui pemeriksaan terhadap pemeriksaan sumber lainnya, 
yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.  
Penelitian menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber 
perolehan data, misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, penelitian bisa 
menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arrsip, 
dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. 
Untuk masing-masing cara ini akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang 
selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula menegnai fenomena 
yang di teliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk 
memperoleh kebenaran handal.6 
                                                           
5Syamsuddin AB, Paradigma Metode Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif), (Makassar: 
Shofia, 2016), h. 76. 
6Syamsuddin AB, Paradigma Metode Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif), (Makassar: 
Shofia, 2016), h. 77. 
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BAB IV 
POLA KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM MENANGANI 
PERNIKAHAN DINI DI DESA GURA KECAMATAN BUNTU BATU 
KABUPATEN ENREKANG 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Desa Gura 
Desa Gura adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Enrekang Provinsi 
Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kecamatan Desa Gura, terletak di Kecamatan 
Buntu Batu. Desa Gura ini memiliki luas wilayah 1.786 km² dan berpenduduk 
sebanyak ±1.646 jiwa berdasarkan kepala keluarga (KK). Ditinjau dari segi sosial 
budaya, masyarakat Desa Gura memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan 
karena kebudayaan Desa Gura mengakar pada (Massenrempulu’) berada di antara 
kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Desa 
Gura secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di 
Massenrempulu’, yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan 
oleh penduduk di Kecamatan Buntu Batu. Bahasa tersebut dituturkan oleh penduduk 
di Kecamatan Buntu Batu, dan sebagian penduduk di Desa Gura.1 
2. Kependudukan 
Desa Gura memiliki jumlah penduduk berdasarkan Kepala Keluarga (KK) 
sebesar 1.646 jiwa dengan perbandingan penduduk laki-laki sebesar 702 jiwa, 
                                                           
1Profil Desa Gura Tahun 2017, h. 1-2. 
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sedangkan perempuan sebesar 944 jiwa. Berikut penulis sajikan tabel jumlah 
penduduk Desa Gura tahun 2017. 
Tabel 4.1 
Jumlah Penduduk Desa Gura Tahun 2017 
No Jenis Kelamin Jumlah 
1 Laki-Laki 702 Jiwa 
2 Perempuan 944 Jiwa 
 Jumlah KK 1.646 Jiwa 
Sumber: Badan Pusat Statisti Kabupaten Enrekang Tahun 2017 
3. Sarana dan Prasarana Desa Gura 
Tabel 4.2 
Sarana dan Prasarana Desa Gura 
No Jenis Sarana dan Prasaran Jumlah 
1 Masjid 3 Buah 
2 Taman Kanak-Kanak 4  Buah 
3 Sekolah Dasar 2 Buah 
4 Posyandu 2 Buah 
5 Kantor Desa 1 Buah 
6 Lapangan Volly 6 Buah 
 Jumlah  18 Buah 
Sumber: Profil Desa Gura Tahun 2017 
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4. Visi dan Misi 
a. Adapun Visi Desa Gura yaitu: 
“Terwujudnya Masyarakat yang Maju, Aman, Sejahtera, menuju Daerah 
Agropolitan Berwawasan Lingkungan”. 
b. Misi Desa Gura yaitu:  
1) Meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Allah swt serta mengutamakan 
asas kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan antar warga 
masyarakat; 
2) Optimalisasi kinerja aparatur Pemerintah di tingkat Desa dan di tingkat 
Dusun dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; 
3) Pemberdayaan Institusi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam 
pelaksanaan program di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan 
Pembinaan sosial kemasyarakatan; 
4) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan potensi Desa 
khususnya dibidang pertanian dan Peternakan dalam peningkatan 
pendapatan masyarakat; 
5) Mengupayakan pencapaian target PBB 100 % sebelum tanggal jatuh 
tempo; 
6) Menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi dan good governance 
melalui penyampaian laporan pertanggung jawaban kepada bupati 
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melalui camat dan keterangan pertanggung jawaban kepada 
masyarakat melalui BPD, baik tahunan maupun akhir masa jabatan.2 
5. Struktur Organisasi          
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Gura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Profil Desa Gura Tahun 2017 
                                                           
2Profil Desa Gura Tahun 2017, h. 10. 
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6. Program Jangka Menengah dan Panjang     
Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat meliputi arah kebijakan melalui 
peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya 
pembangunan, serta penguatan kelembagaan dengan tujuan meningkatkan 
keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi yang ada di Desa 
Gura, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan keswadayaan guna membantu 
masyarakat desa dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk 
peningkatan kehidupan ekonomi, Sosial dan Politik kebijakan pemberdayaan 
masyarakat tersebut mencakup beberapa fokus program antara lain yaitu: 
Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi memiliki makna yaitu 
meningkatkan “Kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tercermin pada 
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat termasuk keluarga miskin”. 
Pemberdayaan masyarakat miskin dengan adanya pelaksanaan Program 
PNPM Mandiri Perdesaan dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) khusus perempuan 
yang diprioritaskan kepada perempuan atau ibu-ibu dan Remaja putri yang 
mempunyai kegiatan ekonomi produktif, dan industri rumah tangga sebagai wadah 
untuk membantu para kepala rumah tangga dalam meningkatkan  pendapatan 
ekonomi keluarga. Juga telah diluncurkan PNPM-PUAP (Pengembangan Usaha 
Agribisnis Pedesaan) utamanya membantu para buruh tani sebagai tambahan modal 
usaha untuk peningkatan produsi pertanian.3 
                                                           
3 Profil Desa Gura Tahun 2017, h. 16. 
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Pelaksanaan program Beras untuk keluarga miskin atau Raskin dan 
memfasilitasi pendataan program Subsidi bahan bakar minyak tanah dan minyak 
goreng bersubsidi. 
a. Peningkatan ketahanan pangan melalui pengembangan Gabungan Kelompok 
Tani (Gapoktan); 
b. Pemberian bantuan modal usaha, untuk pengusaha kecil; 
c. Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang sosial budaya4 
Pemberdayaan masyarakat dalam bidang Sosial Budaya yang memiliki arti 
dan makna meningkatkan kehidupan masyarakat dalam aspek pendidikan, kesehatan, 
penguatan apresiasi masyarakat terhadap sistem nilai sosial budaya, pemberdayaan 
perempuan, pembinaan anak dan remaja serta yang berkenaan dengan pembangunan 
sosial budaya antara lain: 
1. Meningkatkan semangat dan jiwa gotong royong masyarakat melalui Minggu 
bersih dan Jum’at bersih, yang merupakan nilai-nilai keswadayaan yang telah 
ada sejak dahulu kala, yang akhir-akhir ini seiring dengan kemajuan dan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi mulai dirasakan sangat 
menurun partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan di Desa 
Gura walaupun dengan susah payah hal tersebut masih dapat dilaksanakan. 
2. Peningkatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 
3. Pembinaan Masyarakat di bidang Kehutanan dan Pertanian 
                                                           
4Profil Desa Gura Tahun 2017, h. 17. 
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Kegiatan yang dilakukan adalah antara, (1). Mengadakan penyuluhan tentang 
pentingnya pelestarian hutan melalui gerakan penanaman pohon pada lahan kritis dan 
daerah sumber mata air serta sepanjang jalan desa, (2). Membuat proposal bantuan 
bibit dan jenis kayu-kayuan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan, (3). Membantu 
penyediaan bibit melalui program kebun bibit rakyat dan (4). Mengaktifkan kegiatan 
kelompok tani dengan tehnik pertanian modern IPAT-BO. 5 
B. Pola Komunikasi Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Pernikahan 
Dini di Desa Gura  Kabupaten Enrekang 
Sebelum membahas tentang pola komunikasi pemerintah, terlebih dahulu 
penulis akan mengemukakan tentang pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan 
fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Desa Gura. Fenomena pernikahan 
anak di bawah umur bila diibaratkan seperti fenomena gunung es, sedikit di 
permukaan atau terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas.6 
Dalih utama yang digunakan untuk memuluskan jalan melakukan pernikahan 
dengan anak di bawah umur adalah mengikuti sunnah Nabi saw. Namun, dalih seperti 
ini biasa jadi bermasalah karena masih terdapat banyak pertentangan di kalangan 
umat muslim tentang kesahihan informasi mengenai pernikahan anak di bawah umur 
yang dilakukan Nabi saw dengan Aisyah r.a. Selain itu, peraturan perundang-
undangan yang belaku di Indonesia dengan sangat jelas menentang keberadaan 
                                                           
5Profil Desa Gura Tahun 2017, h. 18. 
6Sarlito, Psikologi Remaja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 71. 
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pernikahan anak di bawah umur. Jadi tidak ada alasan lagi pihak-pihak tertentu untuk 
melegalkan tindakan mereka yang berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur.7 
Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang 
berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin 
melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu 
sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan 
undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila 
melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi 
akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya 
tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah 
sesuatu yang salah dan harus dihindari. Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah 
umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan 
aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. 
Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini 
untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya di 
harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut 
dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.8 
Komunikasi adalah suatu aspek kehidupan manusia yang paling mendasar, 
penting, dan kompleks. Kehidupan sehari-hari kita sangat dipengaruhi oleh 
                                                           
7Evatha Maryolina, Pernikahan Dini, Sumber: http:// prosedur konseling dalam kelompok. 
blogspot.co.id (12 Oktober 2017). 
8Evatha Maryolina, Pernikahan Dini, Sumber: http:// prosedur konseling dalam kelompok. 
blogspot.co.id (12 Oktober 2017). 
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komunikasi kita sendiri dengan orang lain, bahkan oleh pesan yang berasal dari orang 
yang kita tidak tahu (we can not not communication).9 
Karena kekompleksan komunikasi, komunikasi adalah sesuatu yang sulit 
untuk didefinisikan. Sementara itu, menurut ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, 
komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan (ide, gagasan) dari satu pihak 
kepada pihak lain, agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya.10 
Dalam proses komunikasi, ada lima elemen dasar yang dikemukakan oleh 
Harold Lasswell dengan istilah “Who Says What in Which Channel to Whom with 
What Effect”. Kelima elemen dasar tersebut adalah Who(sumber atau komunikator), 
Says What (pesan), in Which Channel (Saluran), to Whom (Penerima), with What 
Effect (Efek atau dampak). Lima elemen dasar dari komunikasi yang dikemukakan 
oleh Harold Laswell di atas akan bisa membantu para komunikator dalam 
menjalankan tugas mulianya.11 
Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berhasil tidaknya suatu 
komunikasi tergantung dari kelima elemen dasar tersebut. Bagaimana komunikator 
bisa mempengaruhi komunikannya, sehingga bisa bertindak sesuai dengan apa yang 
diharapkan oleh komunikator, bahkan bisa merubah sikap dan perilaku dari 
komunikan tersebut. Namun, komunikator, pesan, saluran yang bagaimana yang akan 
bisa merubah sikap dan perilaku komunikan. 
                                                           
9Tommy Suprapto, Pengantar Teori Komunikasi Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Media 
Pressindo, 2006), h. 54. 
10Dani Vardiansyah, Pengantar Ilmu Komunikasi Cetakan Ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2004), h. 77. 
11Edwin Haroldsen Taksonomi, Konsep Komunikasi Cetakan Ke-1 Terjemahan Hasan 
Bahanan, (Surabaya: Papyrus, 2003), h. 86. 
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Dalam ilmu komunikasi, dikenal istilah komunikasi persuasif, yaitu 
komunikasi yang bersifat mempengaruhi audience atau komunikannya, sehingga 
bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Komunikasi 
persuasif didefinisikan sebagai perilaku komunikasi yang mempunyai tujuan 
mengubah keyakinan, sikap atau perilaku individu atau kelompok lain melalui 
transmisi beberapa pesan. 
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa pemerintah sangat 
berkontribusi dalam menangani pernikahan dini di Desa Gura Kecamatan Buntu 
Batu, terlihat dengan beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas 
pola komunikasi pemerintah Desa Gura. Adapun pola komunikasi pemerintah dalam 
menangani pernikahan dini, sebagai berikut : 
1. Pola Komunikasi Persuasif 
Persuasi merupakan usaha untuk mengubah sikap melalui penggunaan pesan, 
berfokus terutama pada karakteristik komunikator dan pendengar. Sehingga 
komunikasi persuasif lebih jelasnya merupakan komunikasi yang berusaha untuk 
mengubah sikap receiver melalui penggunaan pesan yang dilakukan sender. 
Sebagaimana sekretaris KUA Buntu Batu mengatakan bahwa : 
“Alasan utama kami menerapkan komunikasi persuasif, karena kami merasa 
bahwa, masyarakat lebih menyukai hal-hal yang bersifat ajakan. Salah satu hal 
yang paling sering kami lakukan yaitu mengumpulkan masyarakat di Aula 
Desa Gura, kemudian selain itu, kami juga harus pandai-pandai mengambil 
hati masyarakat, artinya ketika kami lebih dekat dengan masyarakat, akan 
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lebih mudah untuk memberikan saran-saran atau nasehat terhadap 
masyarakat”12 
 
Dari informasi di atas diketahui bahwa pembicaraan persuasif 
mengetengahkan pembicaraan yang sifatnya memperkuat, memberikan ilustrasi, dan 
menyodorkan informasi kepada khalayak. akan tetapi tujuan pokoknya adalah 
menguatkan atau mengubah sikap dan perilaku, sehingga penggunaan fakta, 
pendapat, dan himbauan motivasional harus bersifat memperkuat tujuan persuasif. 
Komunikasi persuasif memiliki dua macam tujuan atau tindakan yang ingin dicapai 
dalam melakukan pembicaraan persuasif. Tujuan tersebut dapat berupa untuk 
mengubah sikap atau perilaku receiver atau untuk memotivasi perilaku receiver. 
a. Metode Komunikasi Persuasif 
Agar dapat mengubah sikap, perilaku, dan pendapat sasaran persuasi, seorang 
persuader harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 
1. Kejelasan Tujuan 
Tujuan komunikasi persuasif adalah untuk mengubah sikap, pendapat, atau 
perilaku. Apabila bertujuan untuk mengubah sikap maka berkaitan dengan aspek 
afektif, mengubah pendapat maka berkaitan dengan aspek kognitif, sedangkan 
mengubah perilaku maka berkaitan dengan aspek motorik. Sebagaimana Kepala 
KUA Buntu Batu mengatakan bahwa : 
“Guna meningkatkan efektivitas peran komunikasi pemerintah, maka kami 
 sebagai kepala Desa Gura tidak merta-merta dalam melakukan komunikasi, 
 selain harus tepat sasaran, tujuan yang ingin dicapai juga harus jelas, termasuk 
                                                           
12Nurhayati (45 tahun), Sekretaris KUA Buntu Batu, “Wawancara”, Desa Gura, 14 Oktober 
2017. 
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 dalam menerapkan komunikasi persuasif, kami melihat bahwa masyarakat 
 Desa Gura lebih senang berbaur, jadi kami juga harus berbaur dengan mereka 
agar tujuan bisa tercapai sehingga mereka akan mengerti bahwa lebih banyak 
dampak negatif yang ditimbulkan melalui pernikahan dini dari pada dampak 
positif”13 
 
Informasi di atas menunjukkan bahwa, hal paling utama yang harus dimiliki 
oleh pemerintah Desa Gura dalam menangani pernikahan dini adalah adanya tujuan 
yang jelas dan tidak boleh bertindak semena-mena, meskipun diketahui bahwa 
sebagian besar masyarakat belum mampu memahami komunikasi persuasif yang 
disampaikan kepala desa, akan tetapi ketika ada tujuan yang jelas, secara perlahan 
mereka akan memahami niatan baik dari kepala Desa Gura untuk mengajak 
masyarakat dalam menangani pernikahan dini yang semakin marak di desa tersebut. 
2. Memikirkan Secara Cermat Orang Yang Dihadapi 
Sasaran persuasi memiliki keragaman yang cukup kompleks. Keragaman 
tersebut dapat dilihat dari karakteristik demografis, jenis kelamin, level pekerjaan, 
suku bangsa, hingga gaya hidup. Sehingga, sebelum melakukan komunikasi persuasif 
sebaiknya persuader mempelajari dan menelusuri aspek-aspek keragaman sasaran 
persuasi terlebih dahulu. Sebagaimana kepala Desa Gura mengatakan bahwa : 
“Orang-orang yang kami hadapi, mempunyai latar belakang budaya, 
 pendidikan dan karakter yang berbeda-beda jadi, kami harus sesuaikan dengan 
 kondisi psikologis yang dialami masyarakat, karena usaha sekeras apapun 
 yang dilakukan dengan cara memaksa maka tidak akan membuahkan hasil 
 yang maksimal. Meskipun masyarakat tidak langsung berubah, setidaknya 
 kami telah melakukan upaya dengan cara mendekati terus masyarakat yang 
 ada di Desa Gura”14 
                                                           
13Fadhillah Abdul Kadir  (55 tahun), Kepala KUA Buntu Batu, “Wawancara”, Desa Gura, 14 
Oktober 2017. 
14Kaisar (45 tahun), Kepala Desa Gura, “Wawancara”, Desa Gura, 14 Oktober 2017. 
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Sikap kepala Desa Gura patut diapresiasi, selain melakukan pendekatan 
terhadap masyarakat, namun ia tak pernah mengeluh untuk terus mengajak 
masyarakat dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang bahaya yang 
ditimbulkan ketika menikahkan anak di usia dini. 
3. Memilih Strategi Komunikasi Yang Tepat 
Strategi komunikasi persuasif merupakan perpaduan antara perencanaan 
komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi. Sebagaimana kepala desa 
mengatakan bahwa : 
“Jadi, dalam menerapkan komunikasi persuasif sangat sulit, karena 
 masyarakat Desa Gura merupakan masyarakat awam, tidak semua masyarakat 
mampu merespon niat baik yang kami lakukan. Sehingga, kami memerlukan 
strategi yang tepat dengan cara mempelajari bahasa sehari-hari masyarakat 
yang mudah dimengerti, selain itu, agar pembicaraan yang kami lakukan 
mudah diterima dan tidak terjadi kesalah pahaman dalam berkomunikasi”15 
 
Informasi di atas menunjukkan bahwa hal yang perlu diperhatikan seperti 
siapa sasaran persuasi, tempat dan waktu pelaksanaan komunikasi persuasi, apa yang 
harus disampaikan, hingga mengapa harus disampaikan. Dari hasil observasi penulis, 
dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi merupakan hal yang paling menunjang 
dalam keberhasilan komunikasi persuasif. Penulis melihat bahwa meskipun 
komunikasi yang dilakukan oleh kepala Desa Gura belum efektif, namun beberapa 
masyarakat sudah mulai paham terkait pernikahan dini, sebagaimana salah satu 
masyarakat mengatakan bahwa : 
“Alhamdulillah, kami sangat terbantu dengan pemerintah yang terus mengajak 
kami untuk melakukan pencegahan terhadap pernikahan dini, jadi mulai 
                                                           
15Kaisar (45 tahun), Kepala Desa Gura, “Wawancara”, Desa Gura, 14 Oktober 2017. 
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sekarang kami berpikir bahwa masa depan anak-anak kami lebih penting dari 
pada kami nikahkan pada usia muda”16 
 
Informasi di atas menunjukkan bahwa, komunikasi persuasif yang diterapkan 
kepala Desa Gura membawa dampak positif bagi masyarakat serta mendapat antusias 
bagi masyarakat dalam menangani pernikahan dini di Desa Gura. 
Berdasarkan observasi penulis, dapat disimpulkan bahwa merubah seseorang 
kearah yang lebih baik diperlukan kerja keras dan semangat yang tinggi. Meskipun 
masyarakat tidak langsung memahami niat baik yang dilakukan oleh pemerintah Desa 
Gura, namun ada pula masyarakat yang memahami makna komunikasi persuasif 
sehingga membantu kepala Desa Gura dalam menangani pernikahan dini yang terjadi. 
Komunikasi dikatakan efektif bila orang berhasil menyampaikan apa yang 
dimaksudkannya. Sebenarnya, ini hanya salah satu ukuran bagi efektivitas 
komunikasi. Secara umum, komunikasi dinilai efektif bila rangsangan yang 
disampaikan dan yang dimaksudkan oleh pengirim atau sumber, berkaitan erat 
dengan ragsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Sebagaimana kepala 
Desa Gura mengatakan bahwa : 
“Agar komunikasi yang kami lakukan mudah dipahami oleh masyarakat, 
 maka kami selalu berusaha agar komunikasi yang kami lakukan berjalan 
 dengan efektif. Artinya, dalam memberikan arahan atau saran kepada 
 masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini, kami 
 sesuaikan dengan kondisi masyarakat serta kami kumpulkan masyarakat 
 berdasarkan pekerjaan yang mereka tekuni agar terjadi umpan balik dalam 
 berkomunikasi dan terwujud makna bersama dalam masyarakat”17 
                                                           
16Fadhillah Abdul Kadir (55 tahun), Kepala KUA Buntu Batu, “Wawancara”, Desa Gura, 15 
Oktober 2017. 
17Kaisar (45 tahun), Kepala Desa Gura, “Wawancara”, Desa Gura, 14 Oktober 2017. 
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Komunikasi sebenarnya bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga seni 
bergaul. Agar kita dapat berkomunikasi efektif, kita dituntut tidak hanya memahami 
prosesnya, tapi juga mampu menerapkan pengetahuan kita secara kreatif. Komunikasi 
yang efektif adalah komunikasi dalam makna yang distimulasikan serupa atau sama 
dengan yang dimaksudkan komunikator. Pendeknya, komunikasi efektif adalah 
makna bersama. Sebagaimana kepala Desa Gura mengatakan bahwa : 
“Berhasil atau tidak yah,, itu tergantung masyarakat saja, yang jelas kami 
 sudah melakukan semaksimal mungkin, akan tetapi dengan makna 
kebersamaan yang kami tanamkan kepada masyarakat akan membawa hal 
positif. Salah satu yang sudah terbukti yaitu, semakin banyak masyarakat yang 
melanjutkan pendidikan anak mereka hingga kuliah”18 
 
Informasi di atas menunjukkan bahwa, setiap usaha yang dilakukan akan 
membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Meskipun cara pandang 
seseorang berbeda satu sama lain, namun karena makna kebersamaan yang 
ditanamkan akan membawa kesadaran bagi masyarakat Desa Gura. 
Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Gura 
sangat berperan aktif dalam menangani fenomena sosial yang terjadi, terbukti dengan 
menerapkan komunikasi persuasif serta komunikasi efektif yang mampu mambawa 
perubahan besar bagi masyarakat yang dahulu selalu berpikir untuk menikahkan anak 
di usia dini. 
 
 
 
                                                           
18Kaisar (45 tahun), Kepala Desa Gura, “Wawancara”, Desa Gura, 14 Oktober 2017. 
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b. Teknik Komunikasi Persuasif 
1. Tehnik Asosiasi 
Tehnik ini merupakan tehnik yang menyajikan pesan dengan cara 
menumpangkannya pada suatu objek atau peristiwa yang sedang menarik perhatian 
khalayak. Tehnik ini secara umum sering dilakukan oleh kalangan pebisnis atau para 
politikus. Popularitas figur-figur tertentu dimanfaatkan dalam kerangka pencapaian 
tujuan-tujuan tertentu. 
2. Tehnik Integrasi 
Tehnik ini adalah menyatukan diri komunikator dengan diri komunikan. 
Penggunaan kata kata verbal yang menyatakan satu dengan komunikan. Contoh pada 
penggunaan kata kita bukan kata saya atau kami. Kata kita berarti saya dan anda. Hal 
ini mengandung makna bahwa yang diperjuangkan komunikator bukan kepentingan 
diri sendiri melainkan juga kepentingan komunikan. 
3. Tehnik Ganjaran 
Tehnik ganjaran (pay- of technique) adalah kegiatan untuk mempengaruhi 
orang lain dengan cara mengiming-imingi hal yang menguntungkan atau yang 
menjanjikan harapan tertentu. Tehnik ini sering dipertentangkan dengan tehnik 
pembangkitan rasa takut (fear arousing technique) yakni cara-cara yang bersifat 
menakut-nakuti atau menggambarkan konsekuensi yang buruk. Jadi, kalau pay-of 
technique menjanjikan ganjaran (rewarding), fear arousing technique menunjukan 
hukuman (punishment) 
4. Tehnik Red-Herring 
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Istilah red herring sukar diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebab red 
herring adalah nama ikan yang tersebar di Samudera Atlantik Utara. Jenis ikan ini 
terkenal dengan kebiasaanya dalam membuat gerak tipu daya ketika diburu oleh 
binatang lain atau manusia. Dalam hubungannya dengan komunikasi persuasif adalah 
seni komunikator untuk meraih kemenangan dalam perdebatan dengan mengelakan 
argumentasi yang lemah untuk kemudian mengalihkannya sedikit demi sedikit ke 
aspek yanng dikuasinya guna dijadikan senjata ampuh untuk menyerang lawan. Jadi 
tehnik ini digunakan komunikator ketika berada dalam posisi yang terdesak. Untuk 
itu, syarat yang tidak boleh dilupakan adalah pada penguasaan materi yang 
didiskusikan atau diperdebatkan. 
5. Tehnik Tataan 
Yang dimaksudkan dengan tataan disini adalah upaya menyusun pesan 
komunikasi sedemikian rupa sehingga enak didengar, atau enak dilihat atau enak 
dibaca dan orang memiliki kecenderungan untuk mengikuti apa yang disarankan oleh 
pesan tersebut. Tehnik tataan (icing technique) dalam kegiatan komunikasi persuasif 
adalah seni menata pesan dengan imbauan-imbauan sedemikian rupa sehingga 
menarik.19 
 
 
 
 
                                                           
19Sasa Djuarsa Sendjaja, Pengantar Komunikasi, (Jakarta: UT, 1999), h. 54. 
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2. Pola Komunikasi Informatif 
Metode ini mungkin yang paling sederhana, yaitu cukup memberi penerangan 
sejelas-jelasnya tentang maksud pesan kepada khalayak. Penerangan yang dimaksud 
adalah menyampaikan sesuatu apa adanya, apa yang sesungguhnya, berdasarkan data, 
fakta dan opini yang benar. 
Jadi, khalayak di sini bebas dalam merespon pesan.20 Adapun metode atau 
teknik komunikasi infomatif, sebagai berikut: 
a) Human Relation (Hubungan Manusia) 
Hubungan manusiawi merupakan terjemahan dari human relation. Adapula 
yang mengartikan hubungan manusia dan hubungan antar manusia, namun dalam 
kaitannya hubungan manusia tidak hanya dalam hal berkomunikasi saja, namun 
didalam pelaksanaannya terkandung nilai nilai kemanusiaan serta unsur-unsur 
kejiwaan yang amat mendalam. Seperti halnya mengubah sifat, pendapat, atau perilau 
seseorang. Jika ditinjau dari sisi ilmu komunikasi hubungan manusia ini termasuk 
kedalam komunikasi interpersonal, pasalnya komunikasi yang berlangsung antara dua 
orang atau lebih dan bersifat dialogis. 
Hubungan manusia pada umumnya dilakukan untuk menghilangkan 
hambatan-hambatan komunikasi, meniadakan salah pengertian dan mengembangkan 
tabiat manusia. Untuk melakukan hubungan manusia biasanya digunakan beberapa 
                                                           
20Lubis, Suwardi, Komunikasi Antarbudaya Studi Kasus Batak Toba dan Etnik Cina, (Medan: 
USU Press, 1999), h. 11. 
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teknik pendekatan yaitu pendekatan emosional (emosional approach) dan pendekatan 
social budaya (sosio-cultur approach). 
b) Pendekatan Emosional (Emosional Approach) 
Teknik penekatan yang biasanya digunakan dalam pendekatan semacam ini 
biasanya bersifat icing (baca: aising), yaitu seni menata pesan dengan emotional 
appeal sedemikian rupa, sehingga komunikan menjadi tertarik perhatiannya. Bisa 
dianalogikan dengan kue yang baru dikeluarkan dari panggangan yang ditata dengan 
lapisan gula warna-warni sehingga kue yang tadinya tidak menarik menjadi indah dan 
memikat. Dalam hubungan ini komunikator mempertaruhkan kepercayaan 
komunikan terhadap fakta pesan yang disampaikan, maka teknik ini berujung pay off 
atau reward, yaitu bujukan atau rayuan dengan cara “mengiming-imingi” komunikan 
dengan hal yang menguntungkan atau menjanjikan harapan. Pada umumnya 
emotional approach ini menggunakan konseling sebagai senjata yang ampuh, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, hal ini bertujuan agar pesan bisa secara 
langsung menyentuh perasaan komunikan. 
c) Pendekatan Sosial-Budaya (Sosio Culture Approach) 
Salah satu tujuan komunikasi adalah tersampaikannya pesan dari komunikator 
kepada komunikan, maka dianjurkan bagi komunikator terlebih dahulu memahami 
perilaku social serta budaya masyarakat setempat yang akan menjadi komunikan. hal 
ini bertujuan agar komunikan, lebih memahami serta tidak merasa tersinggung oleh 
pesan yang disampaikan oleh komunikator, selain hal tersebut masyarakat yang 
menjadi komunikan tidak dapat terlepas dari budaya. oleh karena itu pesan akan lebih 
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mudah diterima jika tidak menghilangkan aspek – aspek seni budaya yang berada di 
sekitar komunikan berada. Jika komunikator tidak memperhatikan kerangka budaya 
yang berkembang di tengah-tengah komunkan. maka tidak menutup kemungkinan 
pesan yang disampaikan akan mendapatkan penolakan penolakan, pasalnya budaya 
yang digunakan oleh masyarakat berasal dari falsafah hidupnya, serta menjadi suatu 
aturan yang secara tidak langsung digunakan dalam kehidupannya sehari-hari 
termasuk ketika seseorang mengaplikasikan pesan-pesan yang disampaikan. Jika 
pesan tersebut dapat selaras dengan budaya komunikan maka pesan tersebut dapat 
menjadi suatu behavioral, yakni suatu dampak yang timbul pada komunikan dalam 
bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. 
C. Faktor Penyebab Pernikahan Dini Desa Gura Kecamatan Buntu Batu 
Kabupaten Enrekang 
Faktor yang melatar belangi terjadinya pernikahan dini di Desa Gura 
Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. 
1. Faktor Intern 
Faktor Intern merupakan faktor yang datang dari dalam yang dapat 
mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan. Faktor tersebut adalah faktor 
keinginan diri sendiri. Alasan banyak anak-anak atau remaja yang memutuskan untuk 
menikah dini karena  mereka  menginginkan  untuk segera menikah. Alasan mereka 
menikah hanya didasari oleh rasa cinta antara keduanya tanpa memikirkan kebutuhan 
setelah menikah. Sebagaimana diungkapkan kepala desa bahwa: 
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“Salah satu alasan yang sangat sederhana yaitu karena sudah cinta antara 
keduanya untuk memutuskan menikah dini. Bahkan ada pula yang nekat 
kawin lari karena tidak mendapat restu dari orang tua kedua belah pihak”21 
Informasi kepala desa di atas menunjukkan bahwa salah satu faktor intern 
yang menyebabkan anak melakukan pernikahan dini karena alasan cinta. Tapi yang 
sangat memprihatinkan ialah ketika tidak mendapat restu dari orang tua yang 
mengakibatkan anak nekat untuk melakukan kawin lari. 
2. Faktor Ekstern 
a) Faktor Ekonomi Orang Tua 
Sebagian besar penduduk yang melakukan pernikahan dini relatif masih 
sangat muda dikarenakan faktor ekonomi kedua orang tua. banyak orang tua yang 
menyarankan dan bahkan mendorong anak-anak mereka untuk cepat-cepat menikah 
walaupun dari segi umur belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan. 
Karena orang tua yang perekonomiannya yang relatif rendah tak sanggup  lagi  untuk  
membiayai pendidikan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 
tinggi. Sebagaimana salah satu orang tua yang mengatakan bahwa : 
“Sebenarnya nak, kami sebagai orang tua tidak rela jika menikahkan anak 
kami di usia yang masih dini. Tapi, karena faktor ekonomilah sehingga kami 
memutuskan untuk menjodohkan anak kami dengan alasan agar memperoleh 
penghidupan yang layak meskipun umur anak kami masih belia”22 
Dari informasi di atas menunjukkan bahwa faktor ekonomi bukan hanya 
membawa pengaruh positif. Namun, jika dilihat dari sisi lain, ternayata juga 
membawa dampak negatif dengan pengakuan informan di atas diketahui bahwa 
                                                           
21Kaisar (45 tahun), Kepala Desa Gura, “Wawancara”, Desa Gura, 11 Oktober 2017. 
22Safaruddin Saleh (50 tahun), petani, “Wawancara”, Desa Gura, 11 Oktober 2017. 
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dengan harta orang tua di Desa Gura menikahkan anak-anak mereka meskipun masih 
berusia belia dengan harapan agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak. 
b) Faktor Pendidikan 
Faktor  pendidikan  berpengaruh dalam mengambil keputusan untuk menikah 
dini karena pendidikan yang rendah membuat para orang tua kurang memotivasi 
anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga si anak 
beranggapan bahwa pendidikan tidaklah penting. Sebagaimana salah satu orang tua 
yang mengatakan bahwa : 
“Dari pada anak kami tidak sekolah, terpaksa kami nikahkan, percuma juga 
lama-lama dirumah, lagi pula sejak kecil kami sudah ajarkan kepada anak-
anak kami untuk hidup mandiri dengan bekerja sambil sekolah, jadi kami 
tidak perlu khawatir meskipun anak kami melakukan pernikahan dini tapi 
sudah bisa mencari uang sendiri dengan bekerja sebagai buruh batu bata”23 
Dari informasi di atas menunjukkan bahwa di Desa Gura ini banyak anak-
anak yang masih usia sekolah sudah bisa mencari uang dengan bekerja sebagai buruh 
batu bata, dengan begitu anak-anak yang sudah bisa menghasilkan  uang sendiri 
motivasi untuk melanjutkan sekolah semakin rendah. Sehingga sebagian orang tua di 
Desa Gura menikahkan anak meskipun masih berusia dini tapi sudah mampu mecari 
uang sendiri. 
c) Faktor Orang Tua 
Faktor orang tua yang sangat berperan penting bagi anak-anak dalam 
mengambil keputusan. Orang tua merupakan panutan setiap orang termasuk bagi 
masyarakat Desa Gura karena dimata masyarakat Desa Gura orang tua mempunyai 
                                                           
23Safaruddin Saleh (50 tahun), Petani, “Wawancara”, Desa Gura, 12 Oktober 2017. 
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posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, dan juga orang tua 
merupakan ikon yang harus ditaati dan dipatuhi. Sebagaimana kepala desa 
mengatakan bahwa : 
“Namanya juga masayarakat desa. Masyarakat disini itu menganggap bahwa 
orang tua sebagai raja, jadi kalau anak-anak mereka jodohkan, harus dituruti 
kemauan mereka oleh sang anak sebagai bentuk kepatuhan anak terhadap 
orang tua mereka”24 
Dari informasi di atas menunjukkan bahwa tidak heran jika masyarakat Desa 
Gura melangsungkan pernikahan dini karena mengikuti dan mematuhi perintah dari 
orang tua. Alasan yang ditakutkan oleh para orang tua jika anaknya terpengaruh oleh 
pergaulan bebas dan bisa hamil di luar nikah. Jika hal tersebut terjadi maka akan 
menjadi fitnah atau bisa dikucilkan oleh masyarakat sekitar. 
d) Faktor Budaya 
Pernikahan usia dini juga terjadi karena faktor budaya yakni adat atau tradisi 
yang ada di suatu komunitas masyarakat seperti masyarakat yang ada di Desa Gura 
pada umumnya memegang teguh budaya “Messenrempulu”. Sebagaimana salah satu 
orang tua mengatakan bahwa : 
“Pernikahan dini itu merupakan hal yang biasa bagi kami, karena orang tua 
terdahulu kami juga menikahkan kami pada saat masih 17 tahun, jadi tak 
heran jika kami juga menikahkan anak kami di usia yang masih berusia dini, 
karena kami hanya ingin melihat kebahagiaan anak kami, apalagi umur kami 
sudah tua”25 
                                                           
24Kaisar (45 tahun), Kepala Desa Gura, “Wawancara”, Desa Gura, 13 Oktober 2017. 
25Safaruddin Saleh (50 tahun), Petani, “Wawancara”, Desa Gura, 13 Oktober 2017. 
79 
 
Kultur di sebagian besar masyarakat seperti di Desa Gura masih memandang 
hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja, karena 
hal tersebut sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut. 
D. Peran Komunikasi Pemerintah dalam Menangani Pernikahan Dini di Desa 
Gura Kecamatan Buntu Batu 
1. Memberikan Nasehat 
Tahap awal yang dilakukan pemerintah Desa Gura untuk menangani 
pernikahan dini dengan memberikan nasehat dilakukan oleh pegawai pencatat 
pernikahan pada saat ada masyarakat mendaftar pernikahan tetapi dari persyaratan 
terdapat umur yang tidak sesuai dengan Undang-undang perkawinan di Indonesia. 
Sebagaimana kepala desa mengatakan bahwa : 
“Jika ada masyarakat di desa kami yang hendak melakukan pernikahan lantas 
umur belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka selanjutnya kami 
mengajak masyarakat desa tersebut untuk berunding, memberikan 
pemahaman tentang bahaya menikah di usia dini, memberikan wejangan atau 
saran untuk menunda pernikahan sampai umur masyarakat tersebut memenuhi 
persyaratan untuk menikah”26 
Dari informasi di atas menunjukkan bahwa kepala desa mempunyai peranan 
penting dalam memberikan nasehat kepada masyarakat Desa Gura yang hendak 
melakukan pernikahan namun belum memenuhi persyaratan. Akan tetapi berdasarkan 
hasil observasi penulis, diketahui bahwa tidak semua masyarakat menerima nasehat 
atau arahan dari kepala desa. Bahkan, ada pula masyarakat desa nekat memalsukan 
umur demi melangsungkan pernikahan, belum lagi beberapa masyarakat berasumsi 
                                                           
26Kaisar (45 tahun), Kepala Desa Gura, “Wawancara”, Desa Gura, 13 Oktober 2017. 
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bahwa mereka menikahkan anak mereka menggunakan uang pribadi, bukan uang 
pemerintah atau bantuan dari orang lain, sebagaimana salah satu masyarakat 
mengatakan bahwa : 
“Kami tidak peduli dengan siapapun, yang jelas kami bisa menikahkan anak 
kami, lagi pula kami menggunakan uang kami sendiri, bukan uang pak desa 
atau orang lain, jadi wajar-wajar saja kalau kami memalsukan umur anak kami 
agar bisa melangsungkan pernikahan, dari pada tinggal dirumah, mending 
kami kasih nikah”27 
 Informasi dari masyarakat desa Gura menunjukkan bahwa meskipun sudah 
ada persyaratan yang telah ditetapkan untuk melangsungkan pernikahan, ternyata, 
masih banyak masyarakat yang egois dan melakukan kecurangan dengan 
memalsukan umur anak-anak mereka hanya untuk menikahkan anak di usia dini. 
Akan tetapi, ada pula masyarakat lebih bijak yang tidak menginginkan anak-anak 
mereka menikah di usia dini 
2. Melakukan Pendataan 
Pendataan ini dilakukan oleh kepala desa sekali dalam sebulan. Dari hasil 
pendataan tersebut pemerintah Desa Gura menemukan beberapa anak yang 
seharusnya  masih usia sekolah tetapi memilih menikah dan ada pula penduduk yang 
menikah tetapi akad nikahnya di luar Desa Gura. 
Hal tersebut dari pemerintah Desa Gura tidak bertanggung jawab dengan 
adanya peristiwa pernikahan yang di luar Desa Gura. Sebagaimana penulis sajikan 
pada tabel berikut : 
 
                                                           
27Firman (50 tahun), Buruh Pabrik, “Wawancara”, Desa Gura, 13 Oktober 2017. 
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Tabel 4.4 
Jumlah Kasus Pernikahan Dini di Luar Desa Gura Periode September-November 
Tahun 2017 
No Jenis Kelamin Pendidikan Umur Jumlah Kasus 
1 Laki-Laki Tamat SMP 16 Tahun 1 
2 Perempuan Tamat SD 15 Tahun 1 
Sumber: Hasil Pendataan Kepala Desa Gura Tahun 2017 
Data di atas menunjukkan bahwa pada bulan September-November tahun 
2017, sebanyak dua kasus yang melakukan pernikahan dini di luar Desa Gura, 
meskipun kepala desa tidak bertanggung jawab penuh terhadap kasus tersebut, akan 
tetapi kepala desa menjadikan sebuah pembelajaran agar kedepan masyarat desa Gura 
lebih rasional dan lebih matang dalam menentukan sesuatu termasuk dalam 
menikahkan anak yang masih belia. Disisi lain, kepala desa juga merupakan kepala 
pemerintahan Desa Gura jadi harus mengayomi seluruh masyarakat yang ada di Desa 
Gura tersebut. 
3. Melakukan Sosialisasi 
Sosialisasi merupakan suatu kegiatan rutin yang dilakukan sekali dalam 
sebulan atau pada saat peringatan hari-hari besar Islam seperti maulid Nabi dan 
sebagainya yang bertujuan untuk memberikan motivasi, dorongan dan arahan 
terhadap orang lain agar masyarakat lebih pintar dalam menentukan sesuatu. 
Sebagaimana kepala desa mengatakan bahwa : 
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“Mengatasi pernikahan dini di Desa Gura dengan sosialisasi ke masyarakat 
 dengan cara pada saat ada kegiatan kemasyarakatan misalnya peringatan 
 maulid nabi, gotong royong, posyandu dan lain-lain”28 
Pada peringatan maulid nabi, gotong royong, posyandu dan lain-lain. Pada 
saat memberikan sambutan kepala desa dengan memberikan motivasi kepada orang 
tua untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi paling tidak sampai lulus 
SMA/MA dengan begitu anak-anak yang ingin melakukan pernikahan sudah 
mencukupi umur dan sesuai dengan undang-undang  perkawinan sehingga tidak 
adanya pelanggaran terhadap undang-undang. 
4. Menunda Buku Nikah 
Untuk mengurus surat nikah harus melalui berbagai proses yang sangat rumit, 
tetapi masyarakat biasanya kurang mempedulikan hal tersebut. Cara yang dilakukan 
oleh kepala desa agar masyarakat yang melakukan pernikahan dini  atau  yang  akan  
melakukan pernikahan  dini mempunyai efek jera karena jika hal tersebut terjadi 
harus melalui prosedur yang susah dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. 
Sebagaimana salah satu masyarakat yang pernah melakukan pernikahan dini 
mengatakan bahwa : 
“Biasaki juga napersulit kepala desa, biasa nda mau naurus bukuh nikah, biar 
 mau dibayar tetap tidak mau”29 
Informasi di atas menunjukkan bahwa, kepala Desa Gura hanya ingin 
memberikan efek jera terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan dini, namun 
                                                           
28Kaisar (45 tahun), Kepala Desa Gura, “Wawancara”, Desa Gura, 13 Oktober 2017. 
 29Yayu Purnama Intan (22 tahun), Masyarakat Desa Gura, “Wawancara”, Desa Gura, 14 
Oktober 2017. 
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sebagian besar masyarakat Desa Gura menyayangkan sikap kepala desa tersebut, 
karena mereka menganggap kepala Desa Gura tidak memberikan pelayanan yang 
baik terhadap masyarakat yang ia pimpinan. Dari hasil observasi penulis, dapat 
disimpulkan bahwa sikap pemerintah merupakan hal yang wajar, karena bukan 
kemauan pemerintah untuk menunda buku nikah, melainkan harus mengikuti 
prosedur dari KUA Kecamatan Buntu Batu. 
E. Analisis Pembahasan 
 Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu 
pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik 
pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan 
dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum 
cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota. 
Pengertian pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang 
salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti 
pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan di sebut pernikahan 
dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia di bawah 18 tahun (masih 
berusia remaja).30 
Untuk menangani permasalahan pernikahan dini yang terjadi di Desa Gura 
Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, yaitu dengan adanya pola komunikasi 
pemerintah daerah. Namun, pada kenyataan yang penulis temui di lapangan pola 
                                                           
30Psychology Mania, Defenisi Pernikahan Dini, Sumber: www.psychologymania.com (12 
Oktober 2017). 
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komunikasi yang diterapkan pemerintah Desa Guru yaitu pola komunikasi persuasif 
dan komunikasi informatif. Komunikasi persuasif adalah salah salah bentuk 
komunikasi melalui ajakan langsung dari komunikator dengan komunikan. 
Sedangkan, komunikasi informatif yaitu jenis komunikasi yang dengan cara 
menyampaikan informasi baik kepada individu maupun khalayak. Metode 
komunikasi informatif yang dilakukan pemerintah Desa Gura yaitu dengan 
memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak atau pengaruh buruh yang 
ditimbulkan ketika melakukan pernikahan dini. Cara penyampaian informasi 
dilakukan pada saat hari-hari besar, seperti pada saat mauled Nabi Muhammad saw. 
Sesuai temuan penulis di lapangan, salah satu faktor yang menjadi penyebab 
terjadinya di Desa Gura adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah desa tersebut. 
Kepala Desa Gura hanya mengunjungi masyarakat Desa Gura pada saat hari Raya 
Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Nabi serta pada saat di adakan acara besar di desa 
tersebut. Sehingga, komunikasi persuasif dan komunikasi informatif yang ditetapkan 
belum terealisasi dengan baik. Karena, dari hasil penelitian penulis, masih terdapat 
kasus pernikahan dini di desa tersebut. Selain itu, kemauan atau keinginan diri sendiri 
juga memicu masyarakat Desa Gura untuk menikahkan anak mereka pada usia dini. 
Ada pula faktor dari luar seperti, pengaruh ekkonomi keluarga, pendidikan, kemauan 
orang tua serta pengaruh budaya. 
Kemudian, peran pemerintah Desa Gura dalam menangani pernikahan dini 
belum dijalankan secara maksimal, dengan alasan hanya menekankan pada 
pemberian efek jera dan penundaan buku nikah, padahal menurut penulis, pemerintah 
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Desa Gura seharusnya memilih strategi atau alternatif kebijakan lain, seperti 
melakukan kerja sama dengan Kemenag Kabupaten Enrekang kemudian melibatkan 
tokoh agama di desa tersebut untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan 
pemuda. Selain itu, cara pandang masyarakat desa tersebut perlu diubah agar mampu 
menekan angka atau kasus pernikahan dini di desa tersebut. Menurut penulis upaya 
pemberian nasehat yang dilakukan pemerintah Desa Gura belum maksimal, karena 
tidak pernah melakukan kunjungan rumah atau mengunjungi rumah masyarakat, 
sehingga masyarakat berpendapat bahwa perhatian pemerintah masih kurang 
sehingga wajar jika setiap bulan ada yang melakukan pernikahan dini di desa 
tersebut. 
Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika 
seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan 
bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu 
untuk menghindari diri sendiri. 
Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. 
Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-
hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan 
jenis, yang jika diluar control membuat kehamilan diluar nikah. 
Di sini, terasa betul makna dari wajib belajar 9 tahun. Jika asumsi kita anak 
masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka saat Wajib belajar 9 tahun terlewati, anak 
tersebut sudah berusia 15 tahun. Di harapkan dengan wajib belajar 9 tahun, maka 
akan punya dampak angka Pernikahan Dini akan sedikit atau bekurang. 
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Ada beberapa kasus, diajukan pernikahan karene anak-anak telah melakukan 
hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak 
perempuan cenderung segera menihkahkan anaknya, karena menurut oaring tua anak 
gadis ini, sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib bagi keluarga. Selama ini 
perkawinan di bawah umur terjadi  dari dua aspek: 
1. Sebab dari Anak 
a. Faktor Pendidikan 
Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika 
seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan 
bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu 
untuk menghidupi diri sendiri. 
Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. 
Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-
hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan 
jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah. 
b. Faktor telah melakukan hubungan biologis. 
Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak  telah 
melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang 
tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang 
tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib. 
Tanpa mengenyampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, saya 
menganggap ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan 
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menyesatkan anak-anak. Ibarat anak kita sudah melakukan suatu kesalahan yang 
besar,  bukan memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orang tua justru membawa anak 
pada suatu kondisi yang rentan terhadap masalah.  Karena sangat besar di kemudian 
hari perkawinan anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik.   
c. Hamil sebelum menikah 
Ini saya pisahkan dari faktor penyebab di atas, karena jika kondisi anak 
perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan 
anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak 
gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si 
gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut. 
Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai 
calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa 
mengajukan permohonan dispensasi kawin. Ini semua tentu menjadi hal yang sangat 
dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. 
Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan 
dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan sebagaimana yang diamanatkan 
UU bahkan agama. Karena sudah terbayang di hadapan mata, kelak rona perkawinan 
anak gadis ini kelak. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja 
kemungkinan di kemudian hari bias goyah,apalagi jika perkawinan tersebut 
didasarkan keterpaksaan. 
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2. Sebab dari luar Anak 
a. Faktor Pemahaman Agama 
Saya menyebutkan ini sebagai pemahaman agama, karena ini bukanlah 
sebagai doktrin. Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak 
menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagai 
orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak 
tersebut. 
Ada satu kasus, dimana orang tua anak menyatakan bahwa jika anak menjalin 
hubungan dengan lawan jenis merupakan satu: “perzinahan”. Oleh karena itu sebagai 
orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan. Saat mejelishakim 
menanyakan anak wanita yang belum berusia 16 tahun tersebut, anak tersebut pada 
dasarnya tidak keberatan jika menunggu dampai usia 16 tahun yang tinggal beberapa 
bulan lagi. Tapi orang tua yang tetap bersikukuh bahwa pernikahan harus segera 
dilaksanaka. Bahwa perbuatan anak yang saling sms dengan anak laki-laki adalah 
merupakan “zina”. Dan sebagai orang tua sangat takut dengan azab membiarkan anak 
tetap berzina 
b. Faktor ekonomi 
Masih banyak menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang 
sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi 
mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat 
pembayaran”  kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah 
hutang-hutang yang melilit orang tua si anak. 
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Kasus ini baru-baru ini mencuat terjadi di Enrekang (Sulawesi Selatan). 
Dimana seorang kakek erusia 60 tahun menikah dengan anak berusia 12 tahun. Orang 
tua anak tersebut sudah cuup senang, karena selain hutang-hutangnya bisa 
terbayarkan juga karena anaknya tersebut telah diberikan HP. Sebuah kisah yang 
sangat ironis. 
c. Faktor adat dan budaya. 
Di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa 
pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan 
orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami 
masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 
12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, 
jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU. 
Dari kedua penyebab pernikahan dini, maka pernikahan dini yang terjadi 
bukan karena si anak, yang menjadi korban adalah anak-anak perempuan.  Budaya ini 
harus kita kikis, demi terwujudnya kesaaan hak antara anak laki-laki dan anambangan 
Remaja dk perempuan. Dan wajib kita syukuri juga, budaya ini terjadi di daerah, 
bukan di daerah yang sudah maju. 
Perkembangan Remaja dan Tugasnya sesuai dengan tumbuh dan 
berkembangnya suatu individu , dari masa anak-anak sampai dewasa , individu 
memiliki tugas masing-masing pada setiap tahap perkembangannya. Yang dimaksud 
tugas pada setiap tahap perkembangan adalah bahwa setiap tahapan usia, individu 
tersebut mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kepandaian. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Pola komunikasi pemerintah dalam menangani pernikahan dini di Desa Gura 
membawa dampak positif, yang dapat dilihat dari perannya dalam menangani 
fenomena sosial yang terjadi, terbukti dengan menerapkan komunikasi persuasif 
serta komunikasi informatif cukup memberi penerangan sejelas-jelasnya tentang 
maksud pesan kepada khalayak yang mampu mambawa perubahan besar bagi 
masyarakat, yang dahulu selalu berpikir untuk menikahkan anak di usia dini 
dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat di desa tersebut. 
2. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Gura adalah 
faktor intern dan faktor ekstern. Salah satu faktor intern yang penulis temui adalah 
perseprsi sebagian masyarakat di desa tersebut yang berpikir dangkal tanpa 
memikirkan dampak yang akan ditimbulkan jika menikahkan anak pada usia dini. 
Sedangkan faktor ekstern adalah tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat di 
desa tersebut yang masih rendah yang mengakibatkan terjadinya perniahan dini di 
desa tersebut.  
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B. Implikasi Penelitian 
Implikasi penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Bagi pemerintah desa agar lebih meningkatkan partisipasi dan peran yang 
dilakukan agar faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di desa 
tersebut dapat diminimalisir atau dihilangkan. Selain itu, meskipun 
pemerintah desa mempunyai pengaruh yang positif bagi masyarakat, namun 
budaya masyarakat yang tak bisa terelakkan yang kemudian harus dicari 
solusi untuk penangannya. 
2. Diharapkan kepada orang tua agar menghilangkan persepsi tentang kultur di 
sebagian besar masyarakat Desa Gura yang masih memandang hal wajar 
apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja serta jangan 
menjadikan faktor ekonomi dan pendidikan sebagai alasan untuk menikahkan 
anak di usia dini. 
C. Saran 
 Sesuai dengan kesimpulan dan implikasi penelitian yang penulis kemukakan, 
adapun saran dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut: 
1. Perlunya penyuluhan kepada remaja dan masyarakat tentang faktor-faktor yang 
menyebabkan adanya pernikahan di usia dini pada remaja. 
2. Orang tua sebaiknya memberikan wawasan kepada anak tentang hal-hal yang 
dapat merugikan diri anak. 
3. Orang tua seharusnya lebih mengawasi pergaulan anak sehingga tidak terjadi 
sesuatu yang berakibat fatal yang akhirnya muncul pernikahan dini. 
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